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PERATURAN GUBERNUR GORONTALO 

NOMOR 18 TAHUN 2021 

TENTANG 

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR GORONTALO, 

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, 

8 3 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4060), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028), 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4576), 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614):
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Menetapkan 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165), 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan 

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209), 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6322), 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 

MEMUTUSKAN: 

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 

Wi 

2. 

Daerah adalah Provinsi Gorontalo 

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan 

yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa. 

Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah adalah kegiatan 

pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBD, baik yang 

dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa. 

Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. 

Bukti dasar penagihan adalah dokumen perikatan yang memuat: 
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10. 

ET: 

12. 

13. 

a. komitmen, kesepakatan dan atau perintah antara atau dari pejabat 

yang berwenang dengan penyedia barang/jasa atau kepada 

pegawai negeri sipil untuk menyediakan barang/jasa, 

b. pernyataan dari pejabat yang berwenang atas prestasi pekerjaan 

dan atau perkembangan proses pelaksanaan perikatan berdasarkan 

fakta yang sesungguhnya. 

Pengelola keuangan daerah adalah keseluruhan pejabat/pelaksana 

yang diserahkan kewenangan oleh pemegang kekuasaan pengelolaan 

keuangan daerah untuk melakukan pengelolaan keuangan Pemerintah 

Provinsi Gorontalo. 

Azas legalitas adalah setiap tindakan dari pengelola keuangan daerah 

harus didasarkan pada: 

a. ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku 

berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah, 

b. penerapan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik (best 

practices): 

Cc. penerapan praktik pengelolaan keuangan daerah yang sehat (sound 

practices) dengan mengutamakan sistem pengendalian internal. 

Azas manfaat adalah setiap tindakan dari pengelola keuangan daerah 

harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk melindungi 

dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya 

memenuhi kewajiban pemerintah daerah. 

Azas keabsahan adalah setiap tindakan dari pengelola keuangan 

daerah harus didasarkan pada bukti dasar penagihan yang sah, 

ketersediaan anggaran dan hak yang timbul sesuai dengan 

perjanjian /perikatan. 

Surat jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank 

Umum dan perusahaan asuransi milik pemerintah yang diberikan oleh 

penyedia barang/jasa untuk menjamin kewajibannya akan dipenuhi. 

Jaminan pribadi adalah pemberian pernyataan dalam suatu Surat 

Pernyataan Tanggungjawab Mutlak atau SKTM yaitu suatu 

kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian yang terjadi 

karena kelalaiannya menjadi tanggungjawabnya dan bersedia 

mengganti kerugian yang dimaksud. 

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah 

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas 

sebagai bendahara umum yaitu pejabat yang diberi tugas untuk dan 

atas nama daerah menerima, menyimpan, dan 

membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang- 

barang daerah. 
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14. 

15. 

16. 

17: 

18. 

19, 

20. 

2. 

22. 

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 

PPKD adalah Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo. 

Surat Pernyataan Penggunaan Uang adalah kesanggupan dari pejabat 

yang berwenang untuk tidak menggunakan uang persediaan untuk 

pengeluaran yang harus dilakukan secara langsung/LS dan 

kesanggupan akan mempertanggungjawabkan dalam waktu tertentu. 

Bendahara Pengeluaran adalah petugas yang secara fungsional 

ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, 

dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah 

dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

pada Organisasi Perangkat Daerah. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, 

dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 

adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 

anggaran/pengguna barang. 

Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang 

kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok 

dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 

Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA adalah pejabat yang diberi kuasa 

untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam 

membuat dan melaksanakan komitmen dengan pihak ketiga, 

melaksanakan kegiatan secara swakelola, meminta pembayaran atas 

beban DPA-SKPD yang dikelolanya. 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK 

adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang menjalankan tugas Kuasa 

Pengguna Anggaran. 

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat 

PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha 

keuangan pada SKPD: pejabat yang melakukan pengujian atas 

perintah pembayaran mengenai ketersediaan anggaran, kelengkapan, 

dan keabsahan hak tagih APBD. 
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23. 

24. 

25. 

26. 

PN 

28. 

29. 

30. 

31. 

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau 

lebih kegiatan yang dilaksankan oleh SKPD atau masyarakat yang 

dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan 

tujuan pembangunan daerah. 

Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) 

atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari 

pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari 

sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa 

personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan 

dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis 

sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan 

keluaran dalam bentuk barang/jasa.1 

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan 

uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung 

seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh 

pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 

Pendapatan daerah adalah Pendapatan Daerah adalah semua hak 

Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam 

periode tahun anggaran berkenaan. 

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 

tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun 

anggaran berikutnya. 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat 

DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan 

pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh 

pengguna anggaran. 

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya 

disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan 

pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar 

pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran. 

Rencana Arus Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang 

bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk 

mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan 

kegiatan dalam setiap periode. 

  

          
 



32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah 

dokumen yang menyatakan bahwa telah tersedia uang pada kas 

daerah untuk membayar pelaksanaan suatu kegiatan sebagai dasar 

penerbitan SPP. 

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 

dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas 

pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan 

permintaan pembayaran. 

SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah 

dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk 

permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali 

(revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 

SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah 

dokumen yang diajukan oleh bendaharan pengeluaran untuk 

permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan 

dengan pembayaran langsung. 

SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU 

adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk 

permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan 

SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk 

pembayaran langsung dan uang persediaan. 

Uang Persediaan adalah Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat 

UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan 

kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan pada 

satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah 

dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan 

tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran 

langsung. 

SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen 

yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan 

pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian 

kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji 

dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran 

tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK. 

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah 

dokumen yang digunakan /diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa 

pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran 

DPA-SKPD. 
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41. 

42. 

43. 

44. 

A5. 

46. 

(1) 

. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat 

SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna 

anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas 

beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang 

persediaan untuk mendanai kegiatan. 

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya 

disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna 

anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas 

beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk 

mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan. 

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang 

selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh 

pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan 

SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya 

melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan. 

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM- 

LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa 

pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran 

DPA-SKPD kepada pihak ketiga. 

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D 

adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang 

diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. 

Surat Ketetapan Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKLB 

adalah surat pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan 

daerah 

Menteri adalah menteri yang melaksanakan urusan dalam negeri. 

BAB II 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 2 

Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban 

Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan 

yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan 

kewajiban Daerah tersebut. Ruang lingkup Keuangan daerah 

meliputi: 

a. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi 

daerah serta melakukan pinjaman, 

b. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan 

pemerintahan daerah dan membayagg tagihan pihak lain, 
I ” , 2 , r 3 

| KARO, | keupogaan | ASISTEN | SEKDA | WAGUB | 

Pi Y et



2 

penerimaan Daerah, 

pengeluaran Daerah, 

kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain 

berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain 

yang dapat dinilai 

dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan, 

dan/atau 

kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah 

dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah 

dan/atau kepentingan umum. 

(2) Ketentuan terkait APBD adalah sebagai berikut: 

(2) 

a. 

h. 

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan 

Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah. 

APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang 

didasarkan pada RKPD. 

APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, 

pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. 

APBD, perubahan APBD, dan  pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam 

bentuk uang dianggarkan dalam APBD. 

Penerimaan Daerah terdiri atas: 

1. pendapatan daerah, dan 

2. penerimaan pembiayaan daerah. 

Pengeluaran Daerah terdiri atas: 

1. belanja daerah, dan 

2.pengeluaran pembiayaan daerah. 

Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah 

dianggarkan secara bruto dalam APBD. 

Selain didasarkan pada RKPD, APBD juga didasarkan pada 

pedoman penyusunan APBD yang diatur oleh Menteri. 

Bagian Kedua 

Struktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

Pasal 3 

APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas: 

a. Pendapatan Daerah : 

1) Pendapatan Asli Daerah terdiri atas : 

a. pajak daerah, 

b. retribusi daerah, 

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, 

dan 

d. lain-lain pendapatan asli da€jah yang sah. 
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2) Pendapatan Transfer terdiri atas : 

a. Transfer pemerintah pusat,dan 

b. Transfer antar daerah. 

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas : 

1. pendapatan hibah, 

2. dana darurat,dan 

3. Lain lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

b. Belanja Daerah terdiri atas : 

1) Belanja operasi: 

2) Belanja modal, 

3) Belanja tidak terduga,dan 

4) Belanja transfer. 

c. Pembiayaan daerah terdiri atas : 

1) penerimaan pembiayaan,dan 

2) pengeluaran pembiayaan 

Bagian Ketiga 

Belanja Daerah 

Pasal 4 

Belanja Daerah terdiri atas: 

a. Belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk 

kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat 

jangka pendek. 

b. Belanja modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk 

perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat 

lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. 

c. Belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas 

beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan 

mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. 

d. Belanja transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah 

Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari 

Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. 

Bagian Keempat 

Pembiayaan Daerah 

Pasal 5 

(1) Pembiayaan daerah terdiri atas: 

a. penerimaan pembiayaan, 

b. pengeluaran pembiayaan,dan 
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(2) Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan 

daerah, organisasi, jenis, objek, dan rincian objek 

pembiayaan daerah. 

Pasal 6 

Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari: 

SiLPA: 

pencairan Dana Cadangan, 

hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, 

penerimaan Pinjaman Daerah, 

penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan/atau 

penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 7 

Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk: 

a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, 

penyertaan modal daerah, 

pembentukan Dana Cadangan, 

Pemberian Pinjaman Daerah, dan/atau 

pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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BAB III 

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN 

Pasal 8 

Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah mencakup proses- 

proses sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah, 

Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Transitoris, 

Penyiapan DPA-SKPD, 

Anggaran Kas dan Surat Penyediaan Dana (SPD), 

Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah,dan d0 
A
O
 

Bagian Kesatu 

Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah 

Pasal 9 

(1) Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan 

dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang 

dikelola oleh BUD, Dalam hal Penerimaan Daerah dan Pengeluaran 

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan 

pencatatan dan pengesahan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran 

Daerah tersebut. 
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(2) 

(3) 

(1) 

(3) 

(1) 

(2) 

(1) 

PPKD selaku BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) 

pada bank umum yang sehat. 

PPKD selaku BUD melakukan penatausahaan atas semua penerimaan 

daerah dan pengeluaran daerah dari RKUD, Proses penatausahaan 

oleh Bendahara Umum Daerah memuat informasi, aliran data, serta 

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara 

elektronik. 

Bagian Kedua 

Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Transitoris 

Pasal 10 

Pengelolaan kas transitoris adalah pengelolaan atas kas non anggaran 

yang diterima (bersifat transit) untuk disetorkan pada rekening pihak 

ketiga yang telah ditentukan. 

Kas Transitoris yang melekat pada transaksi Penyetoran kas 

transitoris atas potongan pajak dan potonganpotongan lainnya dari 

belanja yang menggunakan mekanisme LS dilakukan langsung oleh 

bank. 

Pada saat pemindahbukuan belanja kepada rekening pihak ketiga atau 

rekening penerima lainnya, bank juga melakukan pemindahbukuan 

kas transitoris dari RKUD ke rekening tujuan yang telah ditentukan. 

Bagian Ketiga 

Penyiapan DPA-SKPD 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 11 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat 

rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan yang 

terinci sampai sub rincian objek disertai rencana realisasinya yang 

digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran. 

Penyusunan DPA-SKPD memuat informasi, aliran data, serta 

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara 

elektronik. 

Paragraf 2 

Pemberitahuan Penyusunan Rancangan DPA-SKPD 

Pasal 12 

Setelah penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

APBD, PPKD menyampaikan surat pemberitahuan kepada 

Kepala SKPD untuk menyusun dan menyampaikan rancangan 

DPA-SKPD. Surat pemberitahuan disampaikan kepada Kepala 

SKPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah Peraturan Kepala 

Daerah tentang penjabaran APBD ditetapkan. 

: T KA MA maa Bg adan Degan | snox Toon PK rig 
  

  
 



(2) Surat pemberitahuan dimaksud sekurang-kurangnya memuat 

hal- hal yang perlu diperhatikan oleh setiap kepala SKPD dalam 

menyusun Rancangan DPA-SKPD meliputi: 

(1) 

(2) 

a. 

b. 

Pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang digunakan 

sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA, 

Rencana pendapatan yang akan dipungut dan diterima oleh 

SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan, 

Sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, 

sub kegiatan, dan anggaran belanja yang disediakan, 

Rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, 

Rencana penarikan dana setiap SKPD, 

Batas akhir penyerahan Rancangan DPA-SKPD kepada 

PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak diterbitkannya 

surat pemberitahuan, untuk diverifikasi oleh TAPD,dan 

Batas akhir penetapan Rancangan DPA-SKPD. 

Paragraf 3 

Penyusunan Rancangan DPA-SKPD 

Pasal 13 

Kepala SKPD menyusun rancangan DPA-SKPD berdasarkan 

surat pemberitahuan Kepala Daerah dan menyerahkan 

rancangan DPA-SKPD yang telah disusun kepada PPKD paling 

lambat 6 (enam) hari setelah surat pemberitahuan diterima. 

Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mencakup: 

a. Rancangan Ringkasan DPA-SKPD 

Formulir yang digunakan untuk menyusun ringkasan DPA- 

SKPD yang datanya bersumber dari akumulasi jumlah 

pendapatan menurut akun, kelompok dan jenis yang diisi 

dalam DPA-Pendapatan SKPD, akumulasi jumlah belanja 

menurut akun, kelompok, dan jenis belanja yang diisi 

dalam DPA-Belanja SKPD dan akumulasi jumlah 

penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan yang diisi dalam 

DPA Pembiayaan. 

Rancangan DPA-Pendapatan SKPD 

Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA- 

Pendapatan SKPD dalam tahun anggaran yang 

direncanakan yang dirinci menurut kelompok, jenis, objek, 

rincian objek dan sub rincian objek pendapatan. 
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e. Rancangan DPA-Belanja SKPD 

Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Belanja 

SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan, yang 

memuat jumlah Belanja menurut kelompok dan jenis 

belanja dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan 

SKPD yang dikutip dari setiap DPA-Rincian Belanja SKPD. 

Rancangan DPA-Rincian Belanja SKPD 

Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Rincian 

Belanja SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan, 

yang memuat jumlah Belanja menurut kelompok, jenis, 

objek, rincian objek dan sub rincian objek dari setiap 

program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD. 

Rancangan DPA-Pembiayaan SKPD 

Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA 

penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan 

SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan, yang 

memuat jumlah penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran 

Pembiayaan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek 

dan sub rincian objek penerimaan Pembiayaan dan 

pengeluaran Pembiayaan. 

Paragraf 4 

Penyampaian Rancangan DPA-SKPD dan Verifikasi DPA-SKPD 

Pasal 14 

(1) Setelah menerima rancangan DPA-SKPD, PPKD menyampaikan 

rancangan DPA-SKPD kepada TAPD untuk dilakukan verifikasi. 

(2) TAPD melakukan verifikasi atas rancangan DPA-SKPD paling 

lambat 6 (enam) hari sejak diterimanya Rancangan DPA-SKPD. 

Verifikasi rancangan  DPA-SKPD dengan menggunakan 

instrumen verifikasi antara lain: 

(3) 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

standar harga satuan yang ditetapkan Kepala Daerah 

dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, 

analisis standar belanja, 

Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), 

standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan, dan/atau 

Petunjuk teknis untuk dana transfer pusat . 

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) TAPD atas rancangan DPA-SKPD, SKPD melakukan 

penyempurnaan dan menyampaikan hasil penyempurnaan 

kepada TAPD. 
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Paragraf 5 
Persetujuan dan Pengesahan DPA-SKPD 

Pasal 15 

PPKD melakukan pengesahan DPA-SKPD atas rancangan DPA- 

SKPD yang telah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah. 

(1) 

(2) 

(3) 

Bagian Keempat 

Anggaran Kas Dan Surat Penyediaan Dana (SPD) 

Paragraf 1 

Anggaran Kas 

Pasal 16 

Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang 

bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar 

untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna 

mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode. 

PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah 

Daerah untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai 

pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang 

tercantum dalam DPA SKPD. 

Anggaran kas pemerintah daerah berisi perkiraan realisasi 

penerimaan daerah dan rencana pengeluaran daerah setiap 

bulannya yang datanya bersumber dari kompilasi dan 

sinkronisasi anggaran kas SKPD serta mengatur beberapa 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Penyusunan perkiraan arus kas masuk pada anggaran kas 

pemerintah daerah, dihitung berdasarkan rencana 

penerimaan sub rincian objek pendapatan dan rencana 

penerimaan pembiayaan untuk setiap bulannya 

berdasarkan waktu estimasi realisasi penerimaan kas 

dalam DPA-SKPD dan anggaran kas SKPD. 

b. Hasil perhitungan rencana penerimaan per sub rincian 

objek pendapatan dan penerimaan pembiayaan, dicatat ke 

dalam dokumen anggaran kas masuk yang memuat jumlah 

anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan selama 

satu tahun dan rencana penerimaan setiap bulan. 

c. Penyusunan perkiraan arus kas keluar pada anggaran kas 

pemerintah daerah, dihitung berdasarkan rencana belanja 

per sub rincian objek setiap bulannya berdasarkan waktu 

pelaksanaan sub kegiatan dalam DPA-SKPD dan anggaran 

kas SKPD serta mekanisme pembayaran atas belanja sub 

kegiatan serta rencana pengeluaran pembiayaan untuk 

setiap bulannya berdasarkan anggaran pengeluaran yang 

telah ditetapkan. 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(1) 

d. Hasil perhitungan rencana pengeluaran per sub rincian 

objek belanja dan pengeluaran pembiayaan dicatat ke 

dalam dokumen anggaran kas keluar yang memuat jumlah 

anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu 

tahun dan rencana pengeluaran setiap bulan. 

e. Anggaran kas yang telah disahkan oleh PPKD digunakan 

sebagai dasar penyusunan SPD. 

f. Penyusunan anggaran kas memuat informasi, aliran data, 

serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan 

secara elektronik. 

Paragraf 2 

Pelaksanaan 

Pasal 17 

Kepala SKPD menyusun anggaran kas SKPD berdasarkan 

DPA-SKPD dan jadwal pelaksanaan kegiatannya. 

Kepala SKPD menyampaikan anggaran kas SKPD kepada 

Kuasa BUD paling lambat 3 (tiga) hari sejak DPA-SKPD 

disahkan. 

Kuasa BUD melakukan verifikasi atas anggaran kas SKPD 

paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya Anggaran Kas dari 

SKPD. 

Kuasa BUD dalam melakukan verifikasi Anggaran Kas SKPD 

dengan menggunakan instrumen verifikasi antara lain: 

a. sinkronisasi perkiraan Penerimaan dalam DPA-SKPD,dan 

b. sinkronisasi jadwal pelaksanaan dan alokasi rencana 

penarikan dana dalam DPA-SKPD. 

Kuasa BUD berdasarkan Anggaran Kas SKPD yang telah 

diverifikasi, menyusun rancangan anggaran kas pemerintah 

daerah. 

Kuasa BUD menyampaikan rancangan anggaran kas 

pemerintah daerah kepada PPKD selaku BUD. 

PPKD selaku BUD mengesahkan rancangan anggaran kas 

pemerintah daerah yang disampaikan Kuasa BUD paling 

lambat 1 (satu) hari sejak dokumen rancangan anggaran kas 

pemerintah daerah diterima. 

Bagian Kelima 

Surat Penyediaan Dana (SPD) 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 18 

Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah dokumen yang 

menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat 

Permintaan Pembayaran (SPP) atas pelaksanaan APBD. 

  

SEKDA | WAGUB | 

(OX 

  

  

  

 



(3) 

(4) 

dalam rangka manajemen, PPKD menerbitkan SPD dengan 

mempertimbangkan: 

a. Anggaran Kas Pemerintah Daerah, 

b. Ketersediaan dana di Kas Umum Daerah, dan 

c. Penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum 

dalam DPA SKPD. 

SPD dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Kuasa BUD dan 

disampaikan kepada PPKD untuk ditandatangani 

SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur ketentuan 

sebagai berikut : 

a. SPD sebagai dasar permintaan pembayaran sesuai 

kebutuhan SKPD atau unit SKPD setiap periodik. 

b. Untuk pembayaran pengeluaran kebutuhan tanggap 

darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar 

biasa, PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD 

atau dokumen yang dipersamakan yang bersumber dari 

anggaran yang ditetapkan pada DPA-SKPD yang 

menyelenggarakan fungsi SKPKD. 

c. PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD 

apabila terdapat kondisi sebagai berikut: 

1. Ketersediaan dana pada RKUD yang tidak sesuai 

perkiraan penerimaan dalam anggaran kas, atau 

2. Perubahan jadwal pelaksanaan sub kegiatan akibat 

keadaan darurat termasuk keperluan mendesak. 

3. Perubahan SPD menjadi dasar permintaan 

pembayaran berikutnya. 

d. Penyusunan dan penerbitan SPD memuat informasi, aliran 

data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang 

dilakukan secara elektronik. 

Paragraf 2 

Pelaksanaan SPD 

Pasal 19 

Pelaksanaan SPD yaitu : 

(1) 

(2) 

(3) 

Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD berdasarkan anggaran 

kas pemerintah daerah. 

Kuasa BUD menyampaikan rancangan SPD kepada PPKD 

selaku BUD untuk disahkan. 

Kuasa BUD menyampaikan SPD yang telah disahkan kepada 

Kepala SKPD. 
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(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

Bagian Keenam 

Penerimaan Dan Penyetoran Pendapatan 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 20 

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 

anggaran berkenaan. Untuk melakukan pengakuan atas 

pendapatan daerah dimaksud diperlukan pelaksanaan dan 

penatausahaan pendapatan daerah. 

Pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan daerah 

dimaksud meliputi penatausahaan penetapan, penerimaan 

pendapatan dari pihak ketiga, penyetoran pendapatan ke 

RKUD, pengendalian melalui buku-buku bendahara 

penerimaan, pertanggungjawaban bendahara 

penerimaan/bendahara penerimaan pembantu. 

Semua tahapan penatausahaan pendapatan tersebut memuat 

informasi, aliran data, dan penggunaan dokumen yang 

dilakukan secara elektronik. 

Paragraf 2 

pelaksanaan 

Pasal 21 

Ketentuan pelaksanaan penatausahaan pendapatan pada 

tahap penetapan, penerimaan pendapatan, hingga 

penyetoran pendapatan, adalah sebagai berikut: 

a. Semua Penerimaan Daerah dianggarkan dalam APBD dan 

penyetorannya melalui Rekening Kas Umum Daerah 

(RKUD). 

b. Dalam hal Penerimaan Daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui 

RKUD, BUD melakukan pengesahan dan pencatatan 

Penerimaan Daerah tersebut. 

c. Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh 

penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah paling 

lambat dalam waktu 1 (satu) hari. 

d. Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau 

dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan 

pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, 

penyetoran penerimaan dapat melebihi 1 (satu) hari. 

e. Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap 

dan sah atas setoran. Bukti penerimaan dapat meliputi 

dokumen elektronik. 
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(2) 

(3) 

Penyetoran penerimaan pendapatan dilakukan secara tunai 

dan/atau nontunai. Penyetoran penerimaan pendapatan 

menggunakan surat tanda setoran (STS). Penyetoran 

dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima nota kredit 

atau dokumen lain yang dipersamakan. 

Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau 

surat berharga yang dalam penguasaannya: 

a. 

b. 

lebih dari 1 (satu) hari, kecuali dalam hal kondisi geografis 

daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, 

dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta 

kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan dapat 

melebihi 1 (satu) hari,dan 

atas nama pribadi. 

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini 

mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut: 

a. Pendapatan Daerah dalam APBD diklasifikasikan menurut 

akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian 

objek. Pendapatan daerah berdasarkan kelompok meliputi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan 

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan sifat 

dan prosedur  pemungutan/pembayaran pendapatan 

daerah, dapat dibedakan: 

1. Pendapatan yang dipungut berdasarkan penetapan 

Kepala Daerah, dan/atau 

2. Pendapatan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (tanpa 

ada penetapan). 

Berdasarkan sifat dan prosedur pemungutan /pembayaran 

pendapatan daerah, penatausahaan pendapatan daerah 

dilaksanakan sebagai berikut: 

1. Penatausahaan pendapatan yang dipungut setelah 

penetapan oleh Kepala Daerah, didasarkan pada 

dokumen Surat Ketetapan sesuai dengan jenis 

pendapatan yang diatur dalam peraturan perundang- 

undangan. 

2. Penatausahaan pendapatan yang dibayar sendiri oleh 

wajib pajak (tanpa ada penetapan) didasarkan pada 

dokumen/bukti penerimaan sesuai dengan jenis 

pendapatan yang diatur dalam peraturan perundang- 

undangan. 

3. Penatausahaan pendapatan daerah, didasarkan pada 

dokumen / bukti meliputi: 

a) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D), 

b) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D), 

c) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), 
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d) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD), 

e) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 

(SKPDKB), 

f) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 

Tambahan (SKPDKBT), 

g) Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar 

(SKPDLB), 

h) Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP), 

) Surat Tanda Setoran (STS), 

j) Nota Kredit dari Bank, 

k) Surat Perjanjian, 

Dokumen penetapan lainnya yang sah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangan- 

undangan, 

m) Hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap, 

dan/atau 

n) Bukti lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangan-undangan. 

4. Bendahara Penerimaan /Bendahara Penerimaan 

Pembantu dalam melakukan penyetoran penerimaan 

pendapatan dapat dilakukan secara tunai dan non 

tunai, dengan cara: 

a) Penyetoran penerimaan pendapatan secara tunai 

dibuktikan dengan penerbitan surat tanda setoran 

(STS) atau bukti lain yang sah. Daftar STS yang 

dibuat oleh Bendahara Penerimaan 

didokumentasikan dalam Register STS. 

b) Penyetoran penerimaan pendapatan secara non tunai 

dibuktikan dengan bukti notifikasi/ nota 

kredit/media elektronik lainnya. 

5. Penyetoran penerimaan pendapatan daerah dari 

Bendahara Penerimaan /Bendahara Penerimaan 

Pembantu, dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima 

notifikasi/nota kredit/media elektronik lainnya. 

c. Ruang lingkup jenis pendapatan yang dikelola oleh 

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 

disesuaikan dengan wewenang Bendahara Penerimaan dan 

tugas/fungsi SKPD dan SKPKD, sebagai berikut: 
  

Jenis Pendapatan | Bendahara Penerimaan 

  

  

Pajak Daerah | Bendahara Penerimaan di 

| SKPD yang memiliki tugas dan 

wewenang pengelolaan pajak 
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Retribusi Daerah Is Bendahara Penerimaan di | 

| SKPD yang memiliki tugas dan 

| wewenang 

|Hasil Pengelolaan 

Kekayaan | 

pengelolaan | | 

retribusi | 

Bendahara Penerimaan SKPD D' 
| 

yang | 
    

| Daerah yang Dipisahkan 
  

  

  

  

Transfer Pemerintah 

Lain-lain Pendapatan Asli 

Daerah yang Sah 

Transfer Pemerintah Pusat | 

Daerah 
  

  
Dana Darurat 

Hibah     

Lain-lain Pendapatan | 

Sesuai dengan Ketentuan 

Perundang- undangan   

melaksanakan fungsi 

kecuali: 

1: 

BUD, 

Hal-hal terkait pajak dan 

retribusi tetap dikelola oleh 

Bendahara Penerimaan di 

SKPD terkait 

Pendapatan BLUD dikelola 

oleh BLUD terkait 

Pendapatan Hibah pes 

BOS, Dana kapitasi dan   
pendapatan lainnya yang 

dikelola oleh Bendahara 

Khusus. 

  

Bagian Ketujuh 

Tahap Penetapan dan Penagihan 

Paragraf 1 

Penetapan Pendapatan 

Pasal 22 

Dalam (1) rangka pemungutan pendapatan daerah, Kepala 

Daerah atau pejabat yang diberi kewenangan menerbitkan 

dokumen penetapan pendapatan daerah. 

(2) Penetapan pendapatan dapat berupa: 

a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), 

b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), 

c. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD), 

d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), 

e. Dokumen penetapan lainnya yang sah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangan-undangan. 

(3) 

pokok pajak, 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) adalah 

surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah 

jumlah kredit pajak, 

pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan 

jumlah pajak yang masih harus dibayar. 
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(4) 

(S) 

(6) 

(1) 

Surat Ketetapan Pendapatan disampaikan kepada wajib 

pajak/wajib retribusi sebagai dasar pembayaran dan kepada 

bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu 

sebagai dasar penagihan. 

Penagihan pendapatan daerah dapat dilakukan oleh petugas 

pemungut yang ditunjuk oleh PA/KPA. 

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 

melakukan validasi dan verifikasi atas penerimaan pendapatan 

berdasarkan dokumen penetapan. 

Paragraf 2 

Penagihan Pendapatan 

Pasal 23 

Penagihan atas pendapatan daerah dilakukan dengan cara 

manual, surat elektronik, notifikasi sistem secara digital 

dan/atau media elektronik lainnya, adapun langkah-langkah 

penagihan piutang sebagai berikut: 

a. Petugas pemungut berdasarkan dokumen penetapan 

pendapatan dan surat tagihan melakukan penagihan ke 

pihak ketiga. 

b. Penagihan kepada pihak ketiga dilakukan sesuai dengan 

jadwal yang tercantum dalam dokumen penetapan 

pendapatan. 

c. Pihak ketiga adalah wajib pajak, wajib retribusi, dan pihak- 

pihak yang melakukan pembayaran pendapatan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada 

Pemerintah Daerah. 

d. Proses penagihan secara manual dilakukan dengan cara: 

1) Petugas pemungut menyampaikan dokumen penetapan 

pendapatan dan surat tagih kepada pihak ketiga, 

2) Dokumen penetapan pendapatan yang disampaikan 

kepada pihak ketiga dibuktikan dengan tanda terima 

yang ditandatangani oleh pihak ketiga, 

3) Petugas pemungut menyampaikan tanda terima 

dokumen kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara 

Penerimaan Pembantu dan PPK-SKPD. 

e. Proses penagihan melalui surat elektronik dilakukan dengan 

cara: 

1) Petugas pemungut mengirim surat elektronik penagihan 

pendapatan kepada pihak ketiga, 

2) Petugas pemungut memberitahukan kepada PPK-SKPD 

dan Bendahara Penerimaan atas pengiriman surat 

elektronik penagihan pendapatan. 
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f. Proses penagihan melalui sistem digital dilakukan secara 

otomatis sesuai dengan jadwal dengan mengirimkan notifikasi 

atau media lain secara elektronik kepada pihak ketiga yang 

memiliki kewajiban untuk membayar pendapatan daerah. 

(1) 

Bagian Kedelapan 

Tahap Penerimaan Pendapatan 

Pasal 24 

Penerimaan pendapatan melalui bendahara penerimaan/ bendahara 

penerimaan pembantu secara tunai, dilakukan sebagai berikut : 

a. berdasarkan dokumen penetapan pendapatan dan/atau 

surat tagih, pihak ketiga menyetorkan kewajibannya kepada 

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu. 

b. bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 

melakukan validasi dengan meneliti kesesuaian antara 

jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah 

ditetapkan pada dokumen penetapan. 

c.atas penerimaan pendapatan tersebut, Bendahara 

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu menerbitkan 

Tanda Bukti Penerimaan dan menyerahkan kepada pihak 

ketiga. 

Penerimaan pendapatan melalui rekening Bendahara 

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara non 

tunai, dilakukan sebagai berikut: 

a. bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 

menerima nota kredit /notifikasi perbankan atas 

penerimaan pendapatan. 

b. bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 

melakukan validasi bukti penerimaan sebagai berikut: 

1) meneliti nota kredit/notifikasi perbankan,dan 

2) melakukan verifikasi untuk mengetahui kesesuaian 

antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang 

telah ditetapkan pada dokumen penetapan. 

Penerimaan daerah melalui rekening Bendahara 

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara non 

tunai dianggap sah setelah Bendahara Penerimaan/Bendahara 

Penerimaan Pembantu melakukan validasi. 

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 

memberikan tanda bukti penerimaan kepada pihak ketiga yang 

telah melakukan pembayaran. 
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(S) 

(6) 

(1) 

Penerimaan pendapatan ke RKUD secara non tunai, dilakukan 

dengan cara: 

a. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 

menerima nota kredit/notifikasi perbankan dari RKUD atas 

penerimaan pendapatan SKPD, dan 

b. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 

melakukan validasi sebagai berikut: 

1. mencermati nota kredit atau notifikasi perbankan atas 

penerimaan pendapatan yang diterima langsung RKUD. 

2. dalam hal penerimaan pemberitahuan /notifikasi tidak 

diinformasikan secara otomatis, maka Bendahara 

Penerimaan wajib meminta bukti transaksi atas 

penerimaan pendapatan yang diterima langsung RKUD, 

3. melakukan verifikasi untuk menguji kesesuaian antara 

jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah 

ditetapkan. 

Penerimaan pendapatan daerah ke RKUD secara non tunai 

dianggap sah setelah Bendahara Penerimaan/Bendahara 

Penerimaan Pembantu melakukan validasi: 

a. Penerimaan pendapatan secara non tunai dapat dilakukan 

melalui transfer dari rekening pihak ketiga dan/atau 

melalui kanal pembayaran secara online yang disediakan 

oleh penyedia jasa pembayaran (PJP) dari lembaga 

keuangan bank dan non bank. 

b. Pembayaran secara online berupa mekanisme Electronic 

Transaction Process (ETP) antara lain: agen banking, 

mobile/phone banking, car banking, Anjungan Tunai Mandiri 

(ATM), internet banking, ORIS/ Barcode, tapping, Electronic 

Data Capture (EDC), Cash Management System (CMS) dan 

transaksi berbasis elektronik lainnya. 

c. Dalam rangka akuntabilitas penerimaan pendapatan, 

Bendahara Penerimaan /Bendahara Penerimaan Pembantu 

melakukan rekonsiliasi secara periodik dengan Bank. 

Bagian Kesembilan 

Tahap Penyetoran Pendapatan 

Pasal 25 
Dalam hal pendapatan diterima secara tunai, Bendahara 

Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu wajib 

menyetorkan penerimaan tunai tersebut ke RKUD paling 

lambat dalam waktu 1 hari, kecuali kondisi geografis daerah 

sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan 

keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif 

lainnya. 
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(2) Dalam hal penerimaan pendapatan masuk melalui rekening 

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, 

Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu 

wajib memindahbukukan penerimaan pendapatan 

dimaksud ke rekening RKUD paling lambat dalam waktu 1 

(satu) hari. 

Bagian Kesepuluh 

Pembukuan Bendahara Penerimaan 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 26 

Dalam penatausahaan pendapatan daerah, Bendahara 

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu harus melakukan 

pengendalian atas penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah 

yang menjadi kewenangannya. 

Pasal 27 

Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan 

pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas 

penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya dengan ketentuan : 

a. pengendalian atas penerimaan dan penyetoran pendapatan 

daerah menggunakan buku-buku sebagai berikut: 

1. Laporan Penerimaan dan Penyetoran, 

2. Register STS, 

3. Buku Kas Umumj,dan 

4. Buku Pembantu, antara lain buku kas tunai dan buku 

bank 

b. dalam melakukan pembukuan tersebut, bendahara penerimaan 

menggunakan dokumen-dokumen tertentu sebagai dasar 

pencatatan, antara lain: 

1. Tanda Bukti Penerimaan, 

2. Surat Tanda Setoran, 

3. Nota Kredit Bank:dan 

4. Bukti transaksi yang sah yang dipersamakan dengan 

dokumen di atas. 

c. Prosedur pembukuan dapat dikembangkan dalam 3 (tiga) 

prosedur, antara lain: 

1. pembukuan atas pendapatan yang diterima secara tunai. 

2. pembukuan atas pendapatan yang diterima melalui. 

rekening bendahara penerimaan. 

3. pembukuan atas pendapatan yang diterima melalui Kas 

Umum Daerah. 
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d. Pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara 

Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu memuat 

informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian 

dokumen yang dilakukan secara elektronik. 

Pasal 28 

(1) Pembukuan atas Penerimaan Tunai delaksanakan sebagai 

berikut : 

a. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 

mencatat penerimaan pendapatan secara tunai berdasarkan 

Tanda Bukti Penerimaan pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi 

penerimaan sesuai dengan kode rekening pendapatan. 

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 

mencatat penyetoran pendapatan secara tunai ke RKUD 

pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi pengeluaran. 

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 

mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku 

register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan. 

(2) Pembukuan atas Penerimaan di Rekening Bendahara secara 

Non Tunai delaksanakan sebagai berikut : 

(3) 

a. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 

mencatat penerimaan di rekening Bendahara 

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara non 

tunai berdasarkan bukti penerimaan (nota kredit atau 

notifikasi perbankan lainnya) yang sudah divalidasi pada 

Buku Kas Umum (BKU) di sisi penerimaan sesuai dengan 

kode rekening pendapatan. 

.Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 

mencatat penyetoran pendapatan secara non tunai 

(pemindahbukuan) ke RKUD pada Buku Kas Umum (BKU) di 

sisi pengeluaran 

. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 

mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku 

register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan. 

Pembukuan atas Penerimaan di RKUD dilaksanakan sebagai 

berikut : 

a. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 

mencatat penerimaan di RKUD berdasarkan bukti 

penerimaan (nota kredit atau notifikasi perbankan lainnya) 

yang sudah divalidasi pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi 

penerimaan dan di sisi pengeluaran sesuai dengan kode 

rekening pendapatan. 

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 

mencatat baik secara elektronik maupun manual pada 

buku register STS dan disahkanyoleh PA/KPA Ta bulan. 

  

Bem | Kekafean ASI fun SEKDA | WAGUB 

TA EK  



Bagian Kesebelas 

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan 

Pasal 29 

(1) Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, Bendahara 

Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu harus 

menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban. Bendahara 

Penerimaan SKPD bertanggung jawab secara administratif 

kepada PA dan secara fungsional kepada BUD. 

(2) Penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban 

Bendahara memuat informasi, aliran data, serta penggunaan 

dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. 

(3) Penyampaian laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada 

PA melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan 

berikutnya. 

Pasal 30 

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

29 dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Bendahara Penerimaan Pembantu Unit SKPD wajib 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bendahara 

Penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. 

b. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Penerimaan 

merupakan penggabungan dengan LPJ Bendahara Penerimaan 

Pembantu dan memuat informasi tentang rekapitulasi 

penerimaan, penyetoran dan saldo kas yang ada di Bendahara. 

LPJ tersebut dilampiri dengan: 

BKU 

Laporan Penerimaan dan Penyetoran 

Register STS 

. Bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah 

. Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu 

c. Herdakara Penerimaan SKPD wajib menyampaikan Laporan 

Pertanggungjawaban Fungsional yang merupakan hasil 

konsolidasi dengan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara 

Penerimaan Pembantu kepada PPKD selaku BUD setelah 

mendapat persetujuan dari PA paling lambat tanggal 10 bulan 

berikutnya. 

d. Verifikasi LPJ Bendahara Penerimaan dilakukan oleh PPK- 

SKPD sebagai bagian dari pengendalian atas penerimaan dan 

penyetoran pendapatan daerah. Verifikasi tersebut meliputi: 

1. meneliti transaksi penerimaan beserta tanda bukti 

penerimaannya yang terdokumentasikan dalam buku atau 

A
P
 Ri
 

laporan terkait 
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2. meneliti transaksi penyetoran beserta tanda bukti 

penyetorannya yang terdokumentasikan dalam buku atau 

laporan terkait 

3. melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap 

proses penerimaan pendapatan dan penyetorannya. 

Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, PPK-SKPD 

menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara 

Penerimaan kepada Pengguna Anggaran. 

Bagian Keduabelas 

Tahap Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 
Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Penerimaan 

(1) 

Paragraf 1 

Bendahara Penerimaan Pembantu 

Pasal 31 

Setiap akhir bulan, Bendahara Penerimaan Pembantu 

melakukan penutupan BKU. 

(2) Bendahara Penerimaan Pembantu menyusun Laporan 

(3) 

Penerimaan dan Penyetoran. 

Bendahara Penerimaan Pembantu menyiapkan register STS dan 

bukti-bukti penerimaan yang sah dan lengkap. 

(4) Bendahara Penerimaan Pembantu menyampaikan BKU, Laporan 

(1) 

(2) 

(3) 

(S) 

Penerimaan dan Penyetoran, dilampiri dengan Register STS dan 

bukti penerimaan yang sah dan lengkap kepada Bendahara 

Penerimaan SKPD, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya 

Paragraf 2 

Bendahara Penerimaan 

Pasal 32 

Setiap akhir bulan, Bendahara Penerimaan melakukan 

penutupan BKU. 

Bendahara Penerimaan menyusun Laporan Penerimaan dan 

Penyetoran. 

Bendahara Penerimaan menyiapkan register STS dan bukti- 

bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah. 

Bendahara Penerimaan menerima pertanggungjawaban yang 

dibuat oleh Bendahara Penerimaan Pembantu paling lambat 

tanggal 5 bulan berikutnya. 

Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan 

analisis kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan 

oleh Bendahara Penerimaan Pembantu. 
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(6) Bendahara Penerimaan menggunakan data 

pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu yang 

telah diverifikasi dalam proses pembuatan Laporan 

Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan yang merupakan 

gabungan dengan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara 

Pembantu. 

Bagian Ketigabelas 
Tahap Penyampaian LPJ Administratif 

Pasal 33 
(1) Bendahara Penerimaan menyampaikan Laporan 

Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan kepada Pengguna 

Anggaran. LPJ tersebut dilampiri dengan: 

a. BKU 

b. Laporan Penerimaan dan Penyetoran 

c. Register STS 

d. Bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah 

e. Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu 

(2) PPK-SKPD melakukan verifikasi atas LPJ Bendahara 

Penerimaan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. meneliti transaksi penerimaan beserta tanda bukti 

penerimaannya yang terdokumentasikan dalam buku atau 

laporan terkait 

b. meneliti transaksi penyetoran beserta tanda bukti 

penyetorannya yang terdokumentasikan dalam buku atau 

laporan terkait 

c. melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap 

proses penerimaan pendapatan dan penyetorannya 

(3) Jika PPK-SKPD menemukan ketidaksesuaian dan/atau 

ketidaklengkapan, maka PPK-SKPD meminta perbaikan 

kepada Bendahara Penerimaan. 

(4) Setelah LPJ Bendahara Penerimaan dinyatakan sesuai dan 

lengkap dalam proses verifikasi, maka PPK-SKPD akan 

menyatakan tanggung jawab verifikasi dan menyampaikan LPJ 

Bendahara Penerimaan kepada Pengguna Anggaran. 

(5) Pengguna Anggaran melakukan proses otorisasi terhadap LPJ 

Bendahara Penerimaan yang telah diverifikasi. 

Bagian Keempatbelas 
Tahap Penyampaian LPJ Fungsional 

Pasal 34 
(1) Bendahara Penerimaan setelah menerima notifikasi persetujuan 

(approval), menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban 

Bendahara Penerimaan kepada PPKD selaku BUD' 
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(2) PPKD selaku BUD melakukan proses verifikasi dan rekonsilisasi 

penerimaan. 

(1) 

(2) 

(3) 

Bagian kelimabelas 

Rekonsiliasi Penerimaan 

Pasal 35 

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, PPKD 

selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas 

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dalam 

rangka rekonsiliasi penerimaan. 

PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan 

pertanggungjawaban penerimaan dalam rangka rekonsiliasi 

penerimaan dengan ketentuan: 

a. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan 

analisis atas laporan pertanggungjawaban fungsional 

meliputi: 

1. kesesuaian perhitungan atas laporan 

pertanggungjawaban penerimaan, 

2. evaluasi kesesuaian realisasi dengan target 

penerimaan,dan 

3. analisis capaian realisasi penerimaan. 

Dalam rangka verifikasi dan analisis laporan 

pertanggungjawaban, PPKD selaku BUD melakukan 

rekonsiliasi penerimaan secara periodik yang dituangkan 

dalam berita acara hasil rekonsiliasi. 

Verifikasi dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh PPKD selaku 

BUD memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan 

penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. 

Setelah menerima LPJ Bendahara Penerimaan, PPKD selaku 

BUD memverifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis dengan 

langkah-langkah sesuai ketentuan, yaitu: 

a. meneliti LPJ, melihat kesesuaian perhitungan atas LPJ 

dengan mutasi RKUD 

b. jika PPKD selaku BUD menemukan ketidaksesuaian 

dan/atau ketidaklengkapan, maka PPKD selaku BUD 

meminta perbaikan kepada Bendahara Penerimaan SKPD. 

setelah melakukan verifikasi, PPKD selaku BUD melakukan 

rekonsiliasi penerimaan dengan mengidentifikasi transaksi- 

transaksi pendapatan yang diterima oleh BUD tetapi tidak 

tercatat oleh buku Bendahara Penerimaan/Bendahara 

Penerimaan Pembantu 

PPKD selaku BUD menyiapkan laporan realisasi 

pendapatan dengan menampilkan data setiap bulan. 
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e. PPKD selaku BUD membuat analisis deskriptif terkait 

capaian realisasi penerimaan. 

Bagian Keenambelas 
Penatausahaan Pembayaran Atas Kelebihan Pendapatan 

Pasal 36 

(1) Dalam hal terdapat kelebihan penerimaan pajak daerah dan 

atau restitusi daerah, Pemerintah Daerah menetapkan Surat 

Ketetapan Lebih Bayar (SKLB) sebagai dasar pengembalian 

kelebihan penerimaan pendapatan daerah, ketentuan untuk 

pengembalian kelebihan penerimaan adalah sebagai berikut: 

a. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang 

sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama 

maupun tahun sebelumnya dilakukan dengan 

membebankan pada rekening penerimaan yang 

bersangkutan. 

Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang 

sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang 

sama dilakukan dengan membebankan pada rekening 

penerimaan yang bersangkutan. 

Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang 

sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun 

sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada 

rekening belanja tidak terduga. 

Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang 

sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama 

maupun tahun sebelumnya, dengan kriteria sebagai 

berikut: 

1. penerimaan daerah berkenaan dianggarkan rutin setiap 

tahun, dan 

2. objek penerimaan daerah yang sama. 

(2) Informasi kelebihan atas penerimaan daerah dapat berupa: 

1 

2. rekomendasi APIP: 

3. 

4. putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan 

2. 

surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran, 

rekomendasi BPK-RI: 

sudah tidak ada upaya hukum lainnya, dan/atau 

informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Berdasarkan surat pengajuan dari pihak ketiga atas kelebihan 

pembayaran, PA sesuai dengan kewenangannya melakukan 

proses verifikasi dan validasi, yang dimaksudkan untuk: 
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(4) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

a. memastikan keabsahan bukti yang dijadikan dasar 

pengajuan. 

b. memastikan unsur penyebab pengajuan pengembalian. 

c. Unsur penyebab pengajuan pengembalian dapat 

dikarenakan: 

1. kesalahan yang dikarenakan kesalahan penulisan, 

atau 

2. adanya keberatan yang oleh pihak ketiga atas surat 

penetapan yang sudah disampaikan. 

Berdasarkan informasi kelebihan atas penerimaan daerah 

serta hasil verifikasi yang dilakukan SKPD terkait, diterbitkan 

SKLB sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Setiap pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan harus 

didasarkan pada Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar 

(SKPDLB), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar 

(SKRDLB) atau dokumen lainnya yang dipersamakan untuk 

pendapatan selain pajak daerah dan retribusi daerah. 

Pengguna Anggaran berdasarkan dokumen SKPDLB, SKRDLB 

atau dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan 

selain pajak daerah dan retribusi daerah menerbitkan surat 

permohonan pembayaran pengembalian kelebihan penerimaan 

pajak daerah /retribusi daerah kepada BUD. 

Berdasarkan surat permohonan pembayaran kelebihan 

penerimaan pajak daerah/retribusi daerah dari PA, BUD 

menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SP2) untuk 

pengembalian kelebihan penerimaan pajak daerah/retribusi 

daerah. 

Penatausahaan pembayaran atas kelebihan penerimaan 

pendapatan memuat informasi, aliran data, serta penggunaan 

dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. 

Pasal 37 

Ketentuan Pelaksanaan Penatausahaan pembayaran atas kelebihan 

penerimaan pendapatan yaitu : 

a. Tahap Penerbitan SKLB 

L., Bendahara Penerimaan menerima informasi kelebihan atas 

penerimaan pendapatan daerah. 

Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi terhadap 

informasi atau permohonan pengembalian kelebihan 

penerimaan pendapatan daerah. 

3. Setelah terverifikasi, Bendahara Penerimaan menyiapkan 

SKLB. 

4. PPKD mengesahkan dan menerbitkan SKLB. 
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b. Tahap Pengajuan LS pengembalian atas kelebihan penerimaan 

pendapatan daerah 

Pasal 38 

Berdasarkan pengajuan SKLB untuk pengembalian atas kelebihan 

Penerimaan Daerah: 

a. yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama 

maupun tahun sebelumnya 

b. yang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang 

sama Bendahara Penerimaan SKPD/SKPKD 

melakukan koreksi pada rekening penerimaan yang 

bersangkutan. 

Pasal 39 

Berdasarkan pengajuan SKLB, Bendahara Pengeluaran 

SKPD/SKPKD akan memproses pengajuan LS pengembalian atas 

kelebihan pendapatan daerah dan membebankannya pada rekening 

belanja tidak terduga. 

Pasal 40 

Tahap penyesuaian pencatatan yaitu : 

a. 

(1) 

berdasarkan SP2D pengembalian atas kelebihan penerimaan 

daerah yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang 

sama, Bendahara Penerimaan SKPD melakukan penyesuaian 

pencatatan terhadap pengembalian atas kelebihan penerimaan 

daerah dimaksud melalui koreksi kesalahan pencatatan 

penerimaan daerah. 

berdasarkan SP2D pengembalian atas kelebihan penerimaan 

daerah yang sifatnya tidak berulang dan terjadi pada 

sebelumnya, Bendahara Pengeluaran SKPKD melakukan 

penyesuaian pencatatan terhadap pengembalian atas kelebihan 

penerimaan daerah dimaksud yang dibebankan pada BTT. 

Bagian Ketujuhbelas 

Pelaksanaan Dan Penatausahaan Belanja Daerah 

Pasal 41 

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 

anggaran berkenaan. Belanja daerah meliputi semua 

pengeluaran dari RKUD, yang mengurangi ekuitas dana 
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(2) 

lancar, yang mana merupakan kewajiban daerah dalam satu 

tahun anggaran. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

provinsi atau kabupaten/kota yang ditetapkan dengan 

ketentuan perundang-undangan. 

Pelaksanaan belanja memuat informasi, aliran data, serta 

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara 

elektronik, pelaksanaan belanja diatur sebagai berikut: 

a. 

b. 

Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan 

sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. 

Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak 

dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah 

tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam 

lembaran daerah. 

Pengeluaran kas tersebut di atas tidak termasuk 

pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan 

mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

pembantu melaksanakan pembayaran setelah: 

1. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang 

diterbitkan oleh PA/KPA beserta bukti transaksinya, 

2. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum 

dalam dokumen pembayaran, dan 

3. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan 

Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu 

wajib menolak melakukan pembayaran dari PA/KPA 

apabila persyaratan tidak dipenuhi. 

Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu 

bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang 

dilaksanakannya. 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak 

lamnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan 

dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Umum 

Negara. 

Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat 

melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada 

Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub 

kegiatan pada Unit SKPD. 

Dalam proses belanja menggunakan UP, Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat 

melakukan pembayaran secara sekaligus langsung kepada 

penyedia barang/jasa atau melalui pemberian uang panjar 

terlebih dahulu kepada PPTK. 
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J. Pembayaran belanja secara sekaligus kepada penyedia 

barang/jasa atau melalui pemberian uang panjar, 

dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan 

PA/KPA yang dituangkan dalam Nota Pencairan Dana 

(NPD) yang diajukan oleh PPTK. 

k. Pemberian uang panjar berdasarkan NPD dilakukan secara 

non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening 

Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu 

ke rekening PPTK. 

1. Dalam hal uang panjar lebih besar dari realisasi pembayaran 

belanja, PPTK mengembalikan kelebihan uang panjar 

dimaksud kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara 

Pengeluaran Pembantu melalui transfer ke rekening 

Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran 

Pembantu. Jika uang panjar lebih kecil dari realisasi 

pembayaran belanja, Bendahara Pengeluaran/Bendahara 

Pengeluaran Pembantu membayar kekurangannya kepada 

PPTK melalui transfer ke rekening PPTK. 

m. PPTK bertanggung jawab secara formal dan materil atas 

penggunaan uang panjar yang diterima dari Bendahara 

Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

Pasal 42 

(1) Ketentuan Pelaksanaan Belanja Menggunakan Uang Panjar: 

a. Pengajuan Uang Panjar 

1. PPTK menghitung kebutuhan uang panjar yang 

berdasarkan rencana pelaksanaan sub kegiatan dan 

DPA SKPD. 

2. PPTK menyiapkan NPD. 

3. PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk 

mendapatkan persetujuan. 

4. PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan 

menyampaikannya kepada Bendahara 

Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

S5. Berdasarkan NPD yang telah mendapat persetujuan 

PA/KPA, Bendahara Pengeluaran /Bendahara 

Pengeluaran Pembantu mencairkan uang panjar sebesar 

yang tercantum secara non tunai melalui 

pemindahbukuan dari rekening Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke 

rekening PPTK. 

— / ai 
: KhsAn | 

Kenang KEUANGAN Asifren SEKDA | WAGUB 
  

      

 



b. Pelaksanaan Belanja 

1. Setelah menerima uang panjar tersebut, PPTK 

melakukan belanja sebagai pelaksanaan sub kegiatan 

yang dikelolanya. Pada saat pelaksanaan belanja, PPTK 

diwajibkan untuk mendapatkan bukti belanja yang sah 

sebagai syarat keabsahan belanja secara materiil. 

2. Dalam hal sampai dengan batas yang telah ditentukan 

atau pelaksanaan sub kegiatan telah selesai, PPTK 

menyusun rekapitulasi belanja yang menggunakan uang 

panjar dilampiri dengan bukti-bukti yang sah, untuk 

selanjutnya diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran 

untuk diverifikasi dan sebagai bahan 

pertanggungjawaban belanja. 

3. Berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja 

terdapat kekurangan pembayaran atas uang panjar 

yang diberikan, Bendahara Pengeluaran melakukan 

pembayaran kekurangan pembayaran tersebut secara 

non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening 

Bendahara Pengeluaran ke rekening PPTK. 

4. Berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja 

terdapat kelebihan uang panjar, PPTK melakukan 

pengembalian kelebihan uang panjar secara non tunai 

melalui pemindahbukuan dari rekening PPTK ke 

rekening Bendahara Pengeluaran. 

(2) Ketentuan Pelaksanaan Belanja Tanpa Uang Panjar 

a. PPTK melakukan belanja sebagai pelaksanaan sub 

kegiatan yang dikelolanya dan untuk itu melakukan 

transaksi dengan pihak penyedia barang/jasa. 

Atas belanja yang dilakukan, PPTK diwajibkan untuk 

mendapatkan bukti belanja yang sah sebagai syarat 

keabsahan belanja secara materiil. 

Berdasarkan bukti-bukti belanja yang sah, PPTK 

menyiapkan NPD. 

PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk 

mendapatkan persetujuan. 

PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan 

menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran / Bendahara 

Pengeluaran Pembantu. 

Pada saat bersamaan, PPTK menyerahkan rekapitulasi 

belanja disertai dengan bukti-bukti yang sah kepada 

Bendahara Pengeluasran /Bendahara Pengeluaran 

Pembantu untuk diverifikasi. 

Berdasarkan NPD, Rekapitulasi Belanja, dan bukti-bukti 

yang sah, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

Pembantu melakukan proses pembayaran langsung secara 
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tunai/non tunai Pembayaran secara non tunai dilakukan 

melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke 

rekening pihak penyedia barang/jasa. 

(3) Verifikasi Belanja oleh Bendahara Pengeluaran Bendahara 

pengeluaran /bendahara pengeluaran pembantu 

melakukan verifikasi belanja dengan langkah sebagai berikut: 

a. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja 

terkait tidak melebihi sisa anggaran. 

b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk 

belanja terkait telah disediakan. 

Cc. meneliti keabsahan bukti belanja termasuk 

bukti/pernyataan atas pencatatan /pendaftaran BMD. 

d. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum 

dalam bukti transaksi. 

e. apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses verifikasi, 

Bendahara Pengeluaran akan meminta PPTK untuk 

melakukan perbaikan atau penyempurnaan. 

f. proses verifikasi ini menjadi dasar dalam proses 

penyusunan LPJ Penggunaan UP. 

Bagian Kedelapanbelas 
Penetapan Besaran Uang Persediaan 

Pasal 43 

Penetapan besaran Uang Persediaan (selanjutnya disebut UP) 

merupakan kebijakan Pemerintah Daerah masing-masing yang 

ditetapkan dalam keputusan Kepala Daerah berdasarkan 

perhitungan besaran UP yang dilakukan oleh BUD, adapun 

besarannya maksimal Rp100.000.000 untuk pagu DPA SKPD 

diatas Rp1.000.000.000. 

Bagian Kesembilanbelas 
Pelimpahan Uang Persediaan 

Pasal 44 

(1) Pelimpahan Uang Persediaan (UP) adalah alokasi UP yang ada 

di Bendahara Pengeluaran untuk Bendahara Pengeluaran 

Pembantu. Pelimpahan UP bertujuan untuk memperlancar 

proses pelaksanaan kegiatan pada SKPD, khususnya yang 

dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran. 

(2) Beberapa ketentuan umum terkait proses Pelimpahan UP 

adalah sebagai berikut: 

a. proses pelimpahan UP didasarkan pada perencanaan 

internal SKPD dan harus mendapatkan persetujuan dari 

Pengguna Anggaran (PA). 
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b. atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat 

melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada 

Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub 

kegiatan pada unit SKPD, yang dilakukan secara non tunai 

melalui wpemindahbukuan dari rekening Bendahara 

Pengeluaran ke rekening Bendahara Pengeluaran 

Pembantu. 

c. atas dasar pelimpahan UP tersebut, maka Bendahara 

Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu 

melakukan pencatatan pada buku- buku terkait. 

d. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab atas 

penggunaan UP yang dilimpahkan oleh Bendahara 

Pengeluaran. 

e. pelimpahan UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu 

berakhir ketika sub kegiatan unit SKPD yang bersangkutan 

telah selesai dilaksanakan dan apabila terdapat sisa uang 

persediaan, disetorkan secara non tunai melalui 

pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran 

Pembantu ke rekening Bendahara Pengeluaran. 

Bagian Keduapuluh 
Permintaan Pembayaran Uang Persediaan 

Pasal 45 

Proses permintaan pembayaran memuat informasi, aliran data, 

serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara 

elektronik dan diatur sebagai berikut : 

(1) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui 

PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang 

dipersamakan dengan SPD. 

(2) Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran 

SKPD dan lokasi, disampaikan Bendahara Pengeluaran 

Pembantu melalui PPK Unit SKPD berdasarkan SPD atau 

dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. 

(3) Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran 

anggaran Kegiatan SKPD, disampaikan Bendahara Pengeluaran 

pembantu melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen 

lain yang dipersamakan dengan SPD. 

(4) SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran terdiri atas SPP 

UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS, sedangkan SPP yang dapat 

diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu terdiri atas 

SPP TU dan SPP LS. 
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(1) 

(2) 

(3) 

(5) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Bagian Keduapuluhsatu 
Uang Pesediaan 

Pasal 46 

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh 

Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengisian UP, 

Pengajuan SPP UP diajukan dengan melampirkan keputusan 

Kepala Daerah tentang besaran UP. 

Berdasarkan pengajuan SPP-UP, PA mengajukan permintaan 

UP kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-UP. 

Berdasarkan SPP-UP yang diajukan oleh Bendahara 

Pengeluaran, PPK-SKPD melakukan verifikasi dengan cara 

meneliti kesesuaian besaran UP dengan SK Kepala Daerah. 

Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, PPK-SKPD 

menyiapkan rancangan Perintah Membayar UP yang 

didokumentasikan dalam draft SPM-UP untuk ditandatangani 

oleh Pengguna Anggaran. 

PA menandatangani dan menerbitkan SPM-UP paling lama 2 

(dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, 

untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan 

dilengkapi: 

a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA, 

b. Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD,dan 

c. Lembar kontrol kelengkapan dokumen yang ditanda tangani PA 

dan PPK SKPD. 

Bagian Keduapuluhdua 
Ganti Uang Persediaan 

Pasal 47 

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP GU dilakukan oleh 

Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP, 

Pengajuan SPP GU dilampiri dengan dokumen asli 

pertanggungjawaban penggunaan UP. 

Pengajuan SPP GU dihitung berdasarkan belanja-belanja yang 

telah diverifikasi oleh bendahara pengeluaran dan tidak 

melebihi nilai Rp.5.000.000 kecuali untuk SPP GU berupa 

belanja listrik, Air, Telepon, Perjalanan Dinas dan kewajiban 

pajak kendaraan dinas operasional. 

Pengajuan SPP-GU terdiri atas: 

1. Rincian belanja yang diajukan penggantiannya sampai 

dengan sub rincian objek, dan 

2. Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) 

PPK-SKPD melakukan verifikasi atas SPP-GU dan LPJ Penggunaan 

UP beserta bukti-bukti transaksinya yang diterima dari Bendahara 

Pengeluaran dengan langkah berikut: 
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(S) 

(1) 

(2) 

(3) 

a. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait 

tidak melebihi sisa anggaran, 

b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja 

terkait telah disediakan, 

c. meneliti kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti transaksi dan 

dokumen perpajakan terkait. 

d. meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan GU, LPJ 

Penggunaan UP, dan bukti-bukti transaksinya. 

Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan 

dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD meminta perbaikan dan/atau 

penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat 1 

(satu) hari sejak diterimanya SPP-GU. 

Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK SKPD 

menyiapkan pengajuan Perintah Membayar GU yang 

didokumentasikan dalam draft SPM-GU untuk ditandatangani oleh 

Pengguna Anggaran. 

Berdasarkan pengajuan SPP-GU, PA mengajukan penggantian 

UP yang telah digunakan kepada Kuasa BUD dengan 

menerbitkan SPM- GU. 

Pengguna Anggaran menandatangani dan menerbitkan SPM- 

GU paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan 

lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa 

BUD, dengan dilengkapi: 

a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA, 

b. Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri 

checklist kelengkapan dokumen, dan 

c. lembar kontrol kelengkapan dokumen yang ditanda tangani 

PA dan PPTK. 

Bagian Keduapuluhtiga 
Tambah Uang Persediaan 

Pasal 48 

Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran 

Pembantu mengajukan SPP TU untuk melaksanakan kegiatan 

yang bersifat mendesak dan tidak dapat menggunakan SPP LS 

dan/atau SPP UP/GU. 

Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat 

persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian 

kebutuhan dan waktu penggunaannya, Dalam hal sisa TU 

tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa TU disetor 

ke Rekening Kas Umum Daerah. Pengajuan SPP TU dilampiri 

dengan daftar rincian rencana penggunaan dana. 

Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU dikecualikan 

untuk kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari 

yang telah ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar 

kendali PA/KPA. PP : 
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(1) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

PPTK menyusun rencana kebutuhan belanja yang akan 

didanai TU, untuk memastikan bahwa kebutuhan dana 

tersebut memenuhi persyaratan pengajuan permintaan 

belanja TU, yaitu: 

a. kegiatan yang bersifat mendesak:dan 

b. tidak dapat menggunakan SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU. 

PPTK menyiapkan rincian rencana penggunaan dana TU dalam 

Daftar Rincian Rencana Belanja TU yang kemudian Daftar 

Rincian tersebut disampaikan kepada PA untuk mendapatkan 

persetujuan. 

Setelah memberikan persetujuan, PA memberikan Daftar 

Rincian Rencana Belanja TU kepada PPK-SKPD. 

PPK-SKPD memberikan persetujuan Daftar Rencana Rincian 

Belanja TU dengan memperhatikan batas jumlah minimal 

Rp.35.000.000,- 

Daftar Rincian Rencana Belanja TU, pengajuan permintaan TU 

per obyek belanja dapat melebihi jumlah maksimal 

sebagaimana di sebut pada Pasal 47 huruf ayat (2), jika 

kegiatan dilaksanakan diluar daerah dan belanja modal yang 

di laksanakan secara swakelola oleh pihak tertentu. 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

meneliti rencana belanja TU dengan langkah sebagai berikut: 

a. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja 

terkait tidak melebihi sisa anggaran, 

b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk 

belanja terkait telah disediakan, 

c. meneliti perhitungan pengajuan TU dan/atau dokumen 

yang mendasarinya, 

(10) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

(11) 

(12) 

mengajukan persetujuan permintaan pembayaran TU dalam 

bentuk SPP-TU kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD. 

Berdasarkan pengajuan SPP-TU oleh Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang disertai 

dengan Daftar Rincian Rencana Belanja TU, PPK-SKPD/PPK-Unit 

SKPD melakukan verifikasi dengan langkah sebagai berikut: 

a. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait 

tidak melebihi sisa anggaran, 

b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja 

terkait telah disediakan,dan 

c. meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan pengajuan 

permintaan Perintah Membayar TU. 

Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan 

dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta 

perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 1 

(satu) hari sejak diterimanya SPP-TU. 
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(13) 

(14) 

(2) 

(4) 

(5) 

Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK- 

SKPD/PPK-Unit SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar 

TU yang didokumentasikan dalam draft SPM-TU untuk 

ditandatangani oleh Pengguna Anggaran. 

PA menandatangani dan menerbitkan SPM-TU paling lama 2 (dua) 

hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk 

kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi: 

a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA, 

b. Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang 

dilampiri checklist kelengkapan dokumen. 

c. Lembar kontrol yang ditandatangani oleh PA/KPA dan PPTK 

Bagian Keduapuluhempat 

Lumpsum 

Pasal 49 

Belanja LS adalah belaja yang dananya langsung di transfer 

langsundg dari RKUD ke rekening pihak ke tiga. 

Meskipun demikian pembayaran gaji dan tunjangan di 

kategorikan sebagai belanja LS dengan pertimbangan transfer 

dananya dilakukan langsung dari RKUD ke penerima (melalui 

rekening bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran 

pembantu). 

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh 

Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran: 

a. gaji dan tunjangan, 

b. kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa, dan 

c. kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

SPP-LS kepada pihak ketiga lainnya digunakan untuk 

pembayaran antara lain: 

a. Hibah berupa uang, 

b. Bantuan sosial berupa uang, 

c. Bantuan keuangan, 

d. Subsidi 

e. Bagi hasil 

f. Belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan 

penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya, 

g. Pembayaran kewajiban pemda atas putusan pengadilan 

dan rekomendasi APIP dan/atau rekomendasi BPK. 

Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan 

barang dan jasa dapat juga dilakukan oleh Bendahara 

Pengeluaran Pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian 

kewenangannya kepada KPA. 

AA 
| KARO Kaban |) | | | | 

| HUKUM | ek AsigtreN | SEKDA WAGUB | 

PP Iri



(6) 

(7) 

Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan 

barang dan jasa oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara 

Pengeluaran pembantu, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari 

sejak diterimanya tagihan dari pihak ketiga melalui PPTK. 

Pengajuan SPP LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan 

sebagai berikut: 

a. Untuk Pekerjaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan 

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berbentuk kuitansi/nota 

toko, 

untuk Pekerjaan Barang/Jasa dengan nilai di atas 

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berbentuk Surat 

Perintah Kerja dan untuk Jasa Konsultasi dengan nilai sampai 

dengan Rp. 50.000.000 ( lima puluh juta rupiah) ditandatangani 

oleh KPA/PPTK, 

untuk Pekerjaan Barang/Jasa dengan nilai di atas 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berbentuk Kontrak 

Kerja ditanda tangani oleh PA/KPA, 

berbentuk Laporan Pekerjaan untuk kegiatan non fisik yang 

ditandatangani oleh rekanan dan disetujui oleh PA/KPA/PPTK, 

Berbentuk daftar definitif penerimaan gaji pokok, uang 

representatif, tunjangan, tambahan penghasilan, honorarium, 

atau penerimaan lain yang sejenis yang diterima oleh Pejabat 

Negara/PNS/Tenaga Honorer/ Tenaga Bulanan Lepas 

dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang ditandatangani 

oleh PA/KPA dan Bendahara Pengeluaran, 

Daftar nominatif penerimaan honorarium atau penerimaan lain 

yang sejenis untuk belanja pegawai/personal diluar Pemerintah 

Provinsi Gorontalo dari PA/KPA/PPTK dan Bendahara 

Pengeluaran, 

Surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas yang 

ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, 

pembayaran biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas 

Jabatan/operasional, selain dibuktikan dengan nota dari pihak 

ketiga, dilampirkan kartu kendali diketahui oleh PA, 

persetujuan pembayaran belanja tidak langsung lainnya seperti 

bantuan hibah atau bantuan sosial dari pejabat yang berwenang 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, 

persetujuan pembayaran pengeluaran pembiayaan dari pejabat 

yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan, 

kuitansi tagihan penyedia barang/jasa yang ditandatangani oleh 

yang berhak, 
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surat tanda pengesahan belanja yang ditandatangani oleh 

bendahara pengeluaran dan telah disetujui oleh PA/KPA. 

m. Telaah serta catatan lainnya dan atau disposisi atas telaah 

tersebut merupakan bukti penunjang sebagai bagian untuk 

menerbitkan bukti dasar sepanjang tidak melanggar ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Melampirkan print out e-billing untuk pembayaran atau 

penyetoran pajak secara elektronik. 

Bagian Keduapuluhlima 

Ketentuan Pelaksanaan Permintaan Pembayaran LS Gaji dan 

(1) 

(2) 

Tunjangan, Pengajuan Permintaan Pembayaran LS 
Pengadaan Barang dan Jasa dan Pengajuan Permintaan 

Pembayaran LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya 

Paragraf 1 
Permintaan Pembayaran LS Gaji dan Tunjangan 

Pasal 50 

PPTK menyiapkan rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan 

sebagai dokumen pengajuan permintaan pembayaran LS Gaji 

dan Tunjangan. 

Rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dilengkapi: 

a. 

b. 

Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh 

pejabat sesuai kewenangan, 

Salinan dokumen pendukung perubahan data pegawai 

yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang 

meliputi: 

gaji induk, 

gaji susulan, 

kekurangan gaji, 

gaji terusan, 

SK CPNS, 

SK PNS, 

SK kenaikan pangkat, 

SK jabatan, 

kenaikan gaji berkala, 

. surat pernyataan pelantikan, 

.Surat pernyataan melaksanakan tugas, 

.daftar keluarga (KP4), 

.fotokopi surat nikah, 

. fotokopi akte kelahiran, 

.surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) 

gaji, 
.surat keterangan masih sekolah/kuliah, 
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(3) 

(1) 

17. surat pindah,dan 

18. surat kematian. 

Kelengkapan dokumen di atas disesuaikan dengan 

peruntukannya. 

Berdasarkan rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dan 

dokumen pendukung, Bendahara Pengeluaran memverifikasi 

rencana belanja gaji dan tunjangan dengan langkah antara 

lain: 

a. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja 

gaji dan tunjangan yang akan diajukan tidak melebihi sisa 

anggaran, 

b. meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana 

untuk belanja gaji dan tunjangan yang akan diajukan telah 

disediakan, 

c. meneliti validitas perhitungan dokumen daftar gaji. 

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) Bendahara Pengeluaran menyiapkan pengajuan permintaan 

pembayaran LS Gaji dan Tunjangan yang didokumentasikan 

dalam SPP-LS Gaji dan Tunjangan, Pengajuan tersebut 

disampaikan kepada PA melalui PPK-SKPD. 

Paragraf 2 
Pengajuan Permintaan Pembayaran LS 

Pengadaan Barang dan Jasa 
Pasal 51 

Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Pengadaan Barang dan 
Jasa yaitu: 
a. bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

menyiapkan LS Pengadaan Barang dan Jasa dengan 
mengacu kepada berita acara dan dokumen pengadaan. 
Dokumen pengadaan yang dimaksud antara lain: 

dokumen kontrak, 
berita acara pemeriksaan, 
berita acara kemajuan pekerjaan, 

berita acara penyelesaian pekerjaan, 
berita acara serah terima barang dan jasa, 
berita acara pembayaran, 

surat jaminan bank, 
surat referensi/keterangan bank, 
jaminan pembayaran dari bank yang sama dengan bank 
RKUD, 

.surat pernyataan kesanggupan dari pihak lain/rekanan 
untuk menyelesaikan pekerjaan seratus persen sampai 
dengan berakhir masa kontrak, 
.dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak- 
kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya 
bersumber dari penerusan pinjaman /hibah luar negeri. 
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b. Kelengkapan dokumen pengadaan di atas disesuaikan 

dengan kebutuhan berdasarkan jenis atau sifat pengadaan 

barang dan jasa yang dilakukan. 

(2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

memverifikasi rencana belanja pengadaan barang dan jasa 

dengan langkah antara lain: 

a. meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana 

untuk belanja pengadaan barang dan jasa yang akan 

diajukan telah disediakan, 

b. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja 

pengadaan barang dan jasa yang akan diajukan tidak 

melebihi sisa anggaran, 

c. meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan atas 

tagihan pihak ketiga, Berita Acara Serah Terima (BAST) 

dan dokumen pengadaan barang dan jasa. 

(3) Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara Pengeluaran /Bendahara 

Pengeluaran Pembantu menyiapkan pengajuan permintaan 

pembayaran LS Pengadaan Barang dan Jasa yang didokumentasikan 

dalam SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa. 

(4) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

mengajukan persetujuan permintaan pembayaran LS Pengadaan 

Barang dan Jasa tersebut kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD/ PPK- 

unit SKPD. 

Paragraf 3 
Pengajuan Permintaan Pembayaran LS 

Kepada Pihak Ketiga Lainnya 

Pasal 52 

(1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

menyiapkan LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya dengan mengacu 

kepada Keputusan Kepala Daerah dan dokumen pendukung 

lainnya. 

(2) Besaran Pengajuan LS kepada pihak ketiga lainnya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dihitung 

berdasarkan keputusan kepala daerah dan/atau dokumen 

pendukung lainnya yang telah diverifikasi oleh bendahara 

pengeluaran. 

(3) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

memverifikasi rencana pembayaran kepada pihak ketiga 

lannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan dengan langkah antara lain: 
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(4) 

(S) 

(1) 

(2) 

(3) 

a. Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa 

pembayaran kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan 

diajukan tidak melebihi sisa anggaran, 

b. Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana 

untuk pembayaran kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

akan diajukan telah disediakan. 

c. Meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan 

berdasarkan keputusan Kepala Daerah dan/atau 

dokumen pendukung lainnya. 

Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara  Pengeluaran/Bendahara 

Pengeluaran Pembantu mengajukan Permintaan LS kepada Pihak 

Ketiga lainnya yang didokumentasikan dalam SPP-LS kepada Pihak 

Ketiga lainnya. 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

mengajukan persetujuan permintaan pembayaran LS pihak ketiga 

lainnya tersebut kepada PA/KPA melalui PPK- SKPD/PPK-Unit SKPD. 

Bagian Keduapuluhenam 

Perintah Membayar Lumpsum 

Pasal 53 

Perintah membayar adalah kewenangan yang dimiliki Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk belanja yang telah 

dianggarkan dalam DPA SKPD. 

Perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului 

dengan proses verifikasi belanja oleh PPK SKPD yang sekaligus 

menandai pengakuan belanja tersebut. 

Proses perintah membayar memuat informasi, aliran data, serta 

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara 

elektronik, dan diatur sebagai berikut: 

a. Berdasarkan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu, PPK- 

SKPD/PPK Unit SKPD melakukan verifikasi atas: 

1. kebenaran materiil surat bukti mengenai hak pihak 

penagih 

2. kelengkapan dokumen yang menjadi 

persyaratan/sehubungan dengan ikatan / perjanjian 

pengadaan barang/jasa 

3. ketersediaan dana yang bersangkutan 

b. Berdasarkan pengajuan SPP-LS oleh Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang dilengkapi 

dengan dokumen-dokumen pendukungnya, PPK-SKPD/PPK-Unit 

SKPD melakukan verifikasi dengan langkah berupa: 
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1. Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja 

terkait tidak melebihi sisa anggaran, 

2. Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk 

belanja terkait telah disediakan, 

3. Meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis 

pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- 

undangan sebagaimana yang tersimpan dalam dokumentasi 

di sistem. 

4. Meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung,dan 

5. Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS 

dengan dokumen pendukungnya. 

Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan 

dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta 

perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 1 

(satu) hari sejak diterimanya SPP-LS. 

Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/ KPA 

tidak menerbitkan SPM-LS. 

PA/KPA mengembalikan dokumen SPP-LS dalam hal 

hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, paling lambat 1 

(satu) hari terhitung sejak diterimanya SPP. 

Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK- 

SKPD/PPK-Unit SKPD menyiapkan pengajuan Perintah 

Membayar LS yang didokumentasikan dalam draft SPM-LS untuk 

ditandatangani oleh PA/KPA. 

PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling lama 2 

(dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah 

untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan 

dilengkapi: 

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA, 

2. Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang 

dilampiri checklist kelengkapan dokumen, dan 

3. Lembar kontrol kelengkapan dokumen yang ditandatangani 

PA/KPA dan PPTK. 

Penerbitan SPM-LS dapat dilakukan dengan menerapkan 

ETP yang dicetak dan dikirim secara online dalam bentuk 

file kepada Kuasa BUD. 

PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani 

tahun anggaran berkenaan setelah tahun anggaran 

berakhir. 

PPK-SKPD/PPK Unit SKPD dalam penerbitan setiap 

SPM, melakukan pencatatan pada register SPM. 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Bagian Keduapuluhtujuh 

Perintah Pencairan Dana 

Pasal 54 

Perintah pencairan dana dibuat oleh Kuasa BUD untuk 

mengeluarkan sejumlah uang dari RKUD berdasarkan SPM 

yang diterima dari PA/KPA. 

Perintah pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya untuk 

mencairkan dana di RKUD dengan tujuan pembayaran kepada 

pihak-pihak terkait sesuai jenis SPM dan SPP yang diajukan. 

Proses perintah pencairan dana memuat informasi, aliran 

data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang 

dilakukan secara elektronik. 

Pengaturan perintah pencairan dana adalah sebagai berikut: 

a. kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang 

diterima dari PA/KPA yang ditujukan kepada bank 

operasional mitra kerjanya. 

b. penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari sejak SPM 

diterima. 

c. dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD berkewajiban 

untuk: 

1. meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh 

PA/KPA berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab 

mutlak PA/KPA, 

2. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban 

APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran 

(SPM), 
3. menguji ketersediaan dana kegiatan yang bersangkutan, 

dan 

4. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar 

pengeluaran daerah. 

d. kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan 

PA/KPA apabila: 

1. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab 

mutlak PA/KPA: 
2. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK- 

SKPD/PPK Unit SKPD yang dilampiri checklist 

kelengkapan dokumen, dan/atau 

3. pengeluaran tersebut melampaui pagu. 

e. kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal 

SP2D tidak diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari 

terhitung sejak diterimanya SPM. 
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f. perintah Pencairan Dana disampaikan kepada Bank 

dengan memuat informasi tentang: 

a. baki rekening yang akan dicairkan 

b. jumlah total dana RKUD yang dicairkan 

c. tujuan pembayaran dari jumlah total tersebut 

yang terinci menjadi pihak penerima non-pihak ketiga 

atau pihak ketiga penyedia barang/jasa 

g. dalam hal telah dilakukan integrasi sistem antara Kuasa 

BUD dengan Bank, harus dipastikan informasi yang 

dipersyaratkan dalam Perintah Pencairan Dana 

tersampaikan antara kedua belah pihak dengan tetap 

memperhatikan keamanan digital pada sistem masing- 

masing. 

h. dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD 

menerbitkan Perintah Pencairan Dana yang 

didokumentasikan dalam SP2D. 

Pasal 55 

Pengajuan Dokumen tagihan belanja paling lambat diajukan 3 (tiga) bulan 

setelah dilaksanakan transaksi. 

(1) 

(2) 

(3) 

Bagian Keduapuluhdelapan 
Pembukuan Bendahara Pengeluaran 

Pasal 56 

Dalam penatausahaan belanja daerah, Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu harus 

melakukan pengendalian atas pelaksanaan belanja yang 

menjadi kewenangannya, 

Pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu memuat 

informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian 

dokumen yang dilakukan secara elektronik. 

Dalam rangka pengendalian atas pelaksanaan belanja daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara 

Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu menggunakan 

buku- buku sebagai berikut: 

buku kas umum, 

buku pembantu bank, 

buku pembantu kas tunai, 

buku pembantu pajak, 

buku pembantu panjar,dan 

buku pembantu per sub rincian objek belanja. »
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(4) Pencatatan buku-buku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

bersumber pada data, antara lain: 

a. bukti transaksi yang sah dan lengkap, 

b. SPP UP/GU/TUJLS, 

c. SPM UP/GU/TUJ/LS, 

d. SP2D:dan 

e. dokumen pendukung lainnya sesuai peraturan perundang- 

undangan 

(4) Pembukuan atas berbagai transaksi dilakukan dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Penerimaan Uang Persediaan: 

bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

membukukan penerimaan UP/GU/TU berdasarkan SP2D- 

UP/SP2D-GU/SP2D-TU, dengan melakukan pencatatan 

pada Buku Kas Umum di sisi penerimaan dan pada Buku 

Kas Pembantu Bank di sisi penerimaan sesuai dengan 

jumlah yang tertera pada SP2D-UP/ SP2D-GU/SP2D-TU. 

b. Pelimpahan Uang Persediaan: 

pelimpahan sebagian UP kepada Bendahara Pengeluaran 

Pembantu dicatat pada BKU di sisi pengeluaran, serta 

pada Buku Pembantu Bank di sisi pengeluaran sesuai 

dengan jumlah UP yang dilimpahkan. 

c. Pergeseran Uang Persediaan 

dalam hal Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran 

Pembantu melakukan pergeseran UP/GU/TU yang terdapat 

di bank ke kas tunai, dilakukan pencatatan pada BKU sisi 

pengeluaran dan penerimaan, pada Buku Pembantu Bank di 

sisi pengeluaran, dan pada Buku Pembantu Kas Tunai di 

sisi penerimaan sesuai dengan jumlah UP/GU/TU yang 

digeser. 

d. Pembayaran belanja oleh Bendahara: 

atas pembayaran yang dilakukan Bendahara 

Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu 

berdasarkan bukti-bukti belanja yang disampaikan PPTK 

secara tunai/non tunai, dilakukan pembukuan dengan 

mencatat pada BKU di sisi pengeluaran, pada Buku 

Pembantu Kas Tunai/Buku Pembantu Bank di sisi 

pengeluaran, dan pada Pembantu Sub Rincian Objek 

Belanja pada kolom UP/GU/TU sejumlah nilai belanja 

bruto. 

e. Pemberian Uang Panjar: 

berdasarkan Nota Pencairan Dana PA/KPA, serta bukti 

pengeluaran uang/ bukti lainnya yang sah, Bendahara 

ja | 3 Titi SEKDA | WAGUB | 
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Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat 

pemberian uang panjar sebesar uang yang diberikan kepada 

PPTK di BKU pada sisi pengeluaran, pada Buku Pembantu 

Bank pada sisi pengeluaran dan Buku Pembantu Panjar di 

sisi pengeluaran. 

. Pertanggungjawaban Uang Panjar: 

1. berdasarkan pertanggungjawaban yang diberikan PPTK 

atas penggunaan uang panjar, Bendahara 

Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu 

mencatat di BKU pada sisi pengeluaran dan di buku 

pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada sisi 

pengeluaran. 

2. dalam hal terdapat pengembalian kelebihan uang panjar 

dari PPTK, Bendahara Pengeluaran /Bendahara 

Pengeluaran Pembantu mencatat di Buku Pembantu 

Bank atau Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi 

penerimaan sebesar yang dikembalikan. 

3. dalam hal terdapat kekurangan uang panjar, Bendahara 

Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu 

membayar kekurangannya kepada PPTK, dan selanjutnya 

mencatat di Buku Pembantu Bank atau Buku Pembantu 

Kas Tunai pada sisi pengeluaran sebesar yang 

dibayarkan. 

. Belanja melalui LS: 

bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

melaksanakan pembukuan pembayaran belanja melalui LS 

dengan melakukan pencatatan pada BKU di sisi penerimaan 

dan sisi pengeluaran pada tanggal yang sama, dan mencatat 

pada Buku Pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada 

kolom belanja LS sebesar jumlah belanja bruto. 

.Pemungutan dan Penyetoran Pajak: 

1. pada saat pemugutan/pemotongan pajak, Bendahara 

Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu 

mencatat pada BKU di sisi penerimaan, dan pada Buku 

Pembantu Pajak di sisi peneimaan. 

2. pada saat penyetoran ke Rekening Kas Negara, 

Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran 

Pembantu mencatat pada BKU di sisi pengeluaran, dan 

Buku Pembantu Pajak di sisi pengeluaran. 

i. Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran/Bendahara 

pengeluaran Pembantu wajib ditutup pada setiap akhir bulan 

dengan ditandatangani oleh Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan 

PA/KPA. Penutupan BKU dilampiri Berita Acara Pemeriksaan 

Kas. 
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(1) 

(2) 

(3) 

Bagian Keduapuluhsembilan 
Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban 

Bendahara Pengeluaran 

Pasal 57 

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu harus 

menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). 

Penyusunan dan penyampaian LPJ Bendahara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) memuat informasi, aliran data, serta 

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara 

elektronik. 

Laporan pertanggungjawaban Bendahara 

Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu diatur sebagai 

berikut: 

a. Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib 

mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS 

kepada PA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 

bulan berikutnya. 

b. Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu 

pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara 

fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung 

jawabnya dengan menyampaikan LPJ pengeluaran kepada 

PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

c. Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu secara 

fungsional dilaksanakan setelah diterbitkan 

surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh 

PA/KPA. 

d. Untuk tertib LPJ pada akhir tahun anggaran, 

pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember 

disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember. 

e. Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan 

pertanggungjawaban atas pengelolaan yang terdapat dalam 

kewenangannya. 

f. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, meliputi: 

1. LPJ Penggunaan UP: 

a) LPJ penggunaan UP dilakukan Bendahara Pengeluaran 

pada setiap pengajuan GU. 

b)LPJ penggunaan UP disampaikan kepada PA melalui 

PPK-SKPD dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap 

dan sah. 

cl LPJ Penggunaan UP dijadikan sebagai lampiran 

pengajuan SPP- GU. 
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d)Pada akhir tahun LPJ Penggunaan UP disampaikan 

secara khusus (tidak menjadi lampiran pengajuan GU), 

sekaligus sebagai laporan sisa dana UP yang tidak 

diperlukan lagi. Penyampaian LPJ ini diikuti dengan 

penyetoran sisa dana UP ke RKUD. 

2. Pertanggungjawaban penggunaan TU: 

a) Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan oleh 

Bendahara  Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

Pembantu setelah TU yang dikelolanya telah 

habis/selesai digunakan untuk mendanai suatu sub 

kegiatan atau telah sampai pada waktu yang 

ditentukan sejak TU diterima. 

b) Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan 

kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD 

berupa LPJ TU yang dilampiri bukti-bukti belanja yang 

lengkap dan sah. 

c) PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi 

terhadap LPJ penggunaan TU sebelum ditandatangani 

oleh PA/KPA. 

3. Pertanggungjawaban Administratif: 

a) Pertanggungjawaban administratif disampaikan oleh 

Bendahara Pengeluaran kepada PA melalui PPK-SKPD 

paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

b) Pertanggungjawaban administratif berupa LPJ yang 

menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa 

pagu anggaran secara kumulatif dan/atau per 

kegiatan yang dilampiri: 

1. BKUj: 

2. Laporan penutupan kas (BKU), dan 

3. LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu 

c) Pada bulan terakhir tahun anggaran, LPJ 

administratif disampaikan paling lambat tanggal 

10 bulan Januari dan wajib melampirkan bukti 

setoran sisa UP. 

4. Pertanggungjawaban Fungsional: 

a.pertanggungjawaban fungsional disampaikan oleh 

Bendahara Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD 

paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

b.pertanggungjawaban fungsional berupa LPJ yang 

merupakan konsolidasi dengan LPJ Bendahara 

Pengeluaran Pembantu, dilampiri: 

a. laporan penutupan kas, dan 

b.LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

cC.pertanggungjawaban fungsional disampaikan oleh 

Bendahara Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD 

setelah mendapat persetujufh PA. 
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d.pada bulan terakhir tahun anggaran, 

pertanggungjawaban fungsional disampaikan paling 

lambat tanggal 10 bulan Januari dan wajib 

melampirkan bukti setoran sisa UP 

Pasal 58 

Pelaksanaan Laporan pertanggungjawaban Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu meliputi: 

a. Pertanggungjawaban Penggunaan UP 

1. Pada setiap pengajuan GU, Bendahara Pengeluaran 

menyiapkan LPJ penggunaan UP. 

2. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan UP 

disampaikan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK- 

SKPD sebagai lampiran pengajuan SPP GU dengan 

dilampiri bukti-bukti yang lengkap dan sah. 

b. Pertanggungjawaban Penggunaan TU 

1. Bendahara Pengeluaran menyusun LPJ Penggunaan 

TU setelah TU yang dikelolanya telah habis digunakan 

untuk mendanai suatu sub kegiatan dan/atau telah 

sampai pada waktu yang ditentukan sejak TU diterima. 

2. Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ 

Penggunaan TU kepada PA melalui PPK-SKPD dengan 

dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah. 

3. PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap  LPJ 

penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh PA 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana 

untuk belanja terkait telah disediakan. 

b. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa 

belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran. 

Cc. meneliti keabsahan bukti belanja. 

Cc. Pertanggungjawaban Administratif 

1. Penyusunan LPJ 

a. Setiap akhir bulan, Bendahara Pengeluaran 

Pembantu menyiapkan LPJ Bendahara Pengeluaran 

Pembantu untuk disampaikan kepada Bendahara 

Pengeluaran. 

b. Bendahara Pengeluaran akan menyiapkan LPJ 

Bendahara serta melakukan konsolidasi dengan LPJ 

Bendahara Pembantu. LPJ Bendahara memberikan 

gambaran jumlah anggaran, realisasi, dan sisa pagu 

anggaran secara kumulatif dan/atau per kegiatan 

yang dilampiri: 

Pp 
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1) BKU: 
2) Laporan Penutupan 

Kas, 

3) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

2. Penyampaian LPJ Administratif 

a. Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ Bendahara 

kepada PA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 

bulan berikutnya. 

b. PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ 

administratif dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Meneliti transaksi belanja beserta tanda bukti belanja 

yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan 

terkait 

2) Meneliti penerimaan SP2D yang terdokumentasikan 

dalam buku atau laporan terkait 

3) Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan 

terhadap proses belanja dan pengeluaran kas. 

3.Apabila dalam proses verifikasi, PPK SKPD menemukan 

ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan, maka PPK 

SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada 

Bendahara Pengeluaran. 

4.Dalam hal proses verifikasi dinyatakan sah dan lengkap, 

maka PPK SKPD akan pengajuan penandatanganan dan 

persetujuan LPJ Bendahara secara administratif kepada 

Pengguna Anggaran. 

5. Pengguna Anggaran menandatangani LPJ Bendahara yang 

sudah diverifikasi sebagai bentuk persetujuan. 

d. Pertanggungjawaban Fungsional 

1. Setelah LPJ Bendahara Pengeluaran ditandatangani oleh 

Pengguna Anggaran, BendaharaPengeluaran menyampaikan 

pertanggungjawaban fungsional kepada PPKD selaku Kuasa 

BUD untuk ditandatangani, paling lambat tanggal 10 bulan 

berikutnya. 

2. PPKD selaku kuasa BUD melakukan proses verifikasi dan 

menandatangani LPJ Bendahara Pengeluaran sebagai 

bentuk persetujuan. 

e. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu, meliputi: 

1. Pertanggungjawaban penggunaan Limpahan UP 

a. Pertanggungjawaban penggunaan UP dilakukan 

Bendahara Pengeluaran pada setiap pengajuan 

penggantian limpahan UP. 

b. Pertanggungjawaban penggunaan limpahan UP 

disampaikan kepada KPA melalui PPK-Unit SKPD berupa 

LPJ limpahan UP yang dilampiri bukti-bukti belanja 

yang lengkap dan sah. 
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c. LPJ-limpahan UP disampaikan kepada Bendahara 

Pengeluaran sebagai dasar penyusunan LPJ Bendahara 

Pengeluaran. 

2. Pertanggungjawaban penggunaan TU 

a. Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan oleh 

Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah TU yang 

dikelolanya 

telah habis/selesai digunakan untuk mendanai suatu 

sub kegiatan atau telah sampai pada waktu yang 

ditentukan sejak TU diterima. 

b. Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan 

kepada KPA melalui PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD berupa 

LPJ-TU yang dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap 

dan sah. 

c. PK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap 

LPJ penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh KPA. 

3. LPJ 

a. Bendahara Pengeluaran Pembantu menyampaikan LPJ 

kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 

bulan berikutnya, dilampiri: 

1) BKU, dan 

2) Laporan penutupan kas. 

b. PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ 

sebelum ditandatangani KPA untuk mendapatkan persetujuan. 

Bagian Ketigapuluh 

Pelaksanaan Dan Penatausahaan Belanja Yang Melampaui Tahun 

Anggaran 

Pasal 59 

(1) Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan 

perjanjian /kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan  perundang-undangan pada tahun anggaran 

berkenaan yang melampaui tahun anggaran dapat terjadi 

akibat: 

a.keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah 

diselesaikan 1006 pada tahun berkenaan, 

b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

pengadaan barang dan jasa, 
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c. keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau 

penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (force 

majeure) sesuai peraturan perundang-undangan 

d.kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil 

putusan pengadilan yang bersifat tetap. 

(2) Pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran 

terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100”6 pada tahun 

berkenaan, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai 

berikut: 

a. melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD 

dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk 

selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD, 

b. pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam 

program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening 

berkenaan. 

c. mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan 

SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran. 

(3) Pelaksanaan pembayaran atas perpanjangan waktu 

pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan 

barang dan jasa, pemerintah daerah melakukan tahapan 

sebagai berikut: 

a. melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD 

dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk 

selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD, 

b. pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam 

program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening 

berkenaan. 

c. mengesahkan perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagai dasar 

pelaksanaan pembayaran. 

(4) Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan di luar 

kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa 

terzmasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan 

perundang- undangan, pemerintah daerah melakukan tahapan 

sebagai berikut: 
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kepala SKPD meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan 

penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang 

berkenaan untuk memastikan bahwa keterlambatan 

penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian penyedia 

barang/jasa dan/atau pengguna barang dan jasa, 

. kepala daerah menetapkan keadaan kahar (force majeure) 

sesuai peraturan perundang-undangan, 

. melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD 

dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk 

selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD, 

. pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam 

program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening 

berkenaan. 

mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan 

SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran. 

(5) Pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya pemerintah 

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat 

tetap, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut: 

(6) 

(7) 

a. 

d. 

Kepala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban 

pemerintah daerah sebagai dasar penganggaran dalam 

APBD, 

. melakukan perubahan perkada tentang penjabaran 

APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD 

untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan 

APBD, 

pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan 

dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode 

rekening berkenaan. 

mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD 

dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran. 

Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas 

ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada 

tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun 

anggaran, harus dilakukan reviu terlebih dahulu oleh 

APIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Hasil reviu APIP menjadi salah satu dasar pemerintah 

daerah untuk menganggarkan dalam perubahan perkada 

tentang penjabaran APBD, 
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Bagian Ketigapuluhsatu 

Penatausahaan Penerimaan Pembiayaan 

Pasal 60 

(1) pelaksanaan penatausahaan penerimaan pembiayaan daerah 

adalah sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan 

pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala 

SKPKD. 

b. Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan 

melalui Rekening Kas Umum Daerah. 

c. Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD 

melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan 

pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut. 

d. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya 

digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk: 

1. menutupi defisit anggaran, 

2. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum 

tersedia anggarannya, 

3. membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi 

daerah yang melampaui anggaran yang tersedia 

mendahului perubahan APBD, 

4. melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang, 

5. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN 

akibat adanya kebijakan Pemerintah, 

6. mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang 

belum tersedia anggarannya, dan/atau 

7. mendanai sub kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya 

ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD 

tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai 

dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam 

tahun anggaran berjalan. 

  

6 ABA | 
Beban Ke anG IN ASIFTEN | SEKDA wacuB | 

TIP v 
/ 7 

 



e. Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening 

Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana 

penggunaan Dana Cadangan sesuai peruntukannya. 

f. Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening 

Kas Umum Daerah dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan 

yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang 

pembentukan Dana Cadangan yang bersangkutan 

mencukupi. 

g. Pemindahbukuan paling tinggi sejumlah pagu Dana 

Cadangan yang akan digunakan sesuai peruntukannya pada 

tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana 

Cadangan. 

h. Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening 

Kas Umum Daerah dilakukan dengan surat perintah 

pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD. 

(2) penatausahaan penerimaan pembiayaan mengatur beberapa 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Terhadap penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa 

BUD akan melakukan pencatatan atas penerimaan 

pembiayaan pada Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran 

(BKPP) pada sisi penerimaan sedangkan pengeluaran 

pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan 

Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran. 

b. Terhadap penerimaan dan pengeluaran yang telah mendapat 

pengesahan BUD, Kuasa BUD mencatat penerimaan 

pembiayaan di Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran 

(BKPP) pada sisi penerimaaan, sedangkan pengeluaran 

pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan 

Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran 

c. Bendahara Pengeluaran melakukan pencatatan atas 

pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke RKUD 

menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran 

Pembiayaan (BKPP). 

d. Penerimaan kas atas Penerimaan Kembali Pemberian 

Pinjaman Daerah melalui RKUD. 

e. Pembukuan pemberian pinjaman dan penerimaan kas atas 

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 

menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran 
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Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD untuk pemberian 

pinjaman pada sisi pengeluaran dan penerimaan kas atas 

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah pada sisi 

penerimaan. 

f. Pinjaman Daerah merupakan semua transaksi yang 

mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau 

menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain 

sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk 

membayar kembali, yang bersumber dari: 

1.pemerintah pusat, 

2. pemerintah daerah lain, 

3.lembaga keuangan bank, 

4.lembaga keuangan bukan bank, dan 

S.masyarakat. 

g. Pelaksanaan dan penatausahaan atas Pinjaman Daerah dari 

pemerintah pusat dilaksanakan melalui: 

1. pembayaran langsung, 

2. rekening khusus, 

3. pemindahbukuan ke RKUD, 

4. letter of credit, dan 

5. pembiayaan pendahuluan. 

h. Pembukuan penerimaan kas atas Pinjaman Daerah 

menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran 

Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD pada sisi 

penerimaan. 

i. Penatausahaan Penerimaan Pembiayaan memuat informasi, 

aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang 

dilakukan secara elektronik. 

Bagian TigaPuluhdua 

Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan 

Pasal 61 

(1) Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan 

Daerah adalah sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan 

pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala 

SKPKD. 

  

  

"- | saka | Asigten N | SEKDA Aa 

1 (7 | f | , 
v 

   



b. Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah 

dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah. 

c. Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan 

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum 

Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan 

penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah 

tersebut. 

d. Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana 

Cadangan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai 

dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 

tentang pembentukan Dana Cadangan. 

e. Alokasi anggaran dipindahbukukan dari Rekening Kas 

Umum Daerah ke rekening Dana Cadangan. 

f. Pemindahbukuan dilakukan dengan surat perintah Kuasa 

BUD atas persetujuan PPKD. 

g. Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Pembiayaan, 

Kuasa BUD berkewajiban untuk: 

1. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang 

diterbitkan oleh kepala SKPKD, 

2. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran 

Pembiayaan yang tercantum dalam perintah 

pembayaran, 

3. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan, dan 

4. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran 

atas pengeluaran Pembiayaan tidak memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan. 

(2) Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan, 

beberapa ketentuan sebagai berikut: 

a. Terhadap penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan, 

Kuasa BUD akan melakukan pencatatan atas penerimaan 

pembiayaan pada Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran 

(BKPP) pada sisi penerimaan sedangkan pengeluaran 

pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan 

Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran. 
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Terhadap penerimaan dan pengeluaran yang telah 

mendapat pengesahan BUD, Kuasa BUD mencatat 

penerimaan pembiayaan di Buku Kas Penerimaan dan 

Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaaan, sedangkan 

pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan 

dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran. 

Melunasi kewajiban bunga dan pokok utang untuk 

penyediaan anggaran pembayaran bunga dan pokok utang 

serta menghindari denda dan/atau sanksi sesuai dengan 

perjanjian pinjaman. 

Dana cadangan untuk setiap tahun ditempatkan pada 

rekening tersendiri untuk Dana Cadangan pada Bank 

Umum yang ditetapkan Kepala Daerah dalam bentuk 

deposito dan/atau investasi jangka pendek lainnya yang 

berisiko rendah. 

Dalam hal terdapat bunga Dana Cadangan atas 

pemanfaaatan Dana Cadangan Pemerintah Daerah 

mengakui dan mencatat Bunga Dana Cadangan sebagai 

Lain-lain PAD Yang Sah. 

Bunga Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai 

kebutuhan Pemerintah Daerah melaksanakan Sub 

Kegiatan dalam mencapai indikator capaian sasaran yang 

telah ditetapkan. 

Penggunaan Dana Cadangan hanya untuk melaksanakan 

satu sub kegiatan berdasarkan indikator dan target 

capaian sasaran yang telah ditetapkan. 

Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha 

milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya 

ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan 

modal. 

Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang merupakan 

bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha 

dengan mendapat hak kepemilikan. 
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m. 

Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik 

daerah merupakan pengalihan kepemilikan barang milik 

daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak 

dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk 

diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan 

usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau 

badan hukum lainnya yang dimiliki negara. 

Pemindahbukuan atas penyertaan modal daerah dalam 

bentuk uang dilakukan oleh Kuasa BUD dengan 

berdasarkan dokumen antara lain: 

1. Peraturan Daerah tentang penyertaan modal, dan 

2. Bukti transfer atas penyertaan modal dari RKUD. 

Pembukuan atas pemindahbukuan dan 

pemindahtanganan atas penyertaan modal daerah 

menggunakan Buku Penerimaan dan Pengeluaran 

Pembiayaan. 

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 

merupakan hasil bersih setelah dikurangi biaya 

pelaksanaan penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

Dokumen yang digunakan dalam hasil penjualan 

kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain: 

1. Peraturan Daerah tentang hasil penjualan kekayaan 

daerah yang dipisahkan, 

2. Bukti hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, 

3. Nota kredit atas pemindahbukuan ke RKUD. 

Pembukuan atas Pemindahbukuan hasil penjualan 

kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan oleh Kuasa 

BUD menggunakan Buku Penerimaan dan Pengeluaran 

Pembiayaan. 

Pemberian Pinjaman Daerah dapat dilakukan apabila 

APBD diperkirakan surplus. 

1 
z 2 | T T TI 

Kan KeupabAN | asifren | SEKDA | WAGUB 
HUKUM 
  

    Y 
  

TN rr 
/ 

 



r. Pengalokasian anggaran untuk Pemberian Pinjaman 
Daerah dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan 
jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang 
APBD dengan mengacu pada perjanjian pemberian 
pinjaman /pemberian utang. 

s. Pengalokasian anggaran untuk pembayaran pokok utang 
yang jatuh tempo dalam tahun anggaran berkenaan sesuai 
dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 
tentang APBD dengan mengacu pada perjanjian 
utang/obligasi daerah. 

t. Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo dilakukan 
pembebanan melalui RKUD. 

u. Pembukuan pengeluaran kas atas pembayaran pokok 
utang yang jatuh tempo menggunakan Buku Kas 
Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat oleh 
Kuasa BUD pada sisi pengeluaran. 

v. Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan memuat 
informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian 
dokumen yang dilakukan secara elektronik. 

BAB IV 

PENUTUP 

Pasal 62 

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 1 

Tahun 2019 (Berita Daerah Provisni Gorontalo Tahun 2019 Nomor 1) tentang Prosedur 

Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 63 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo. 

Ditetapkan di Gorontalo 

pada tanggal 27 April 2021 

DITANDA TANGANI SECARA 

ELEKTRONIK OLEH : 

2 
RUSLI HABIBIE 
Gubernur Gorontalo 

  

Diundangkan di Gorontalo 

pada tanggal 2021 

SEKRETARIS DA VINSI GORONTALO, 

DARDA DARABA 

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR... 
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LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO 
NOMOR : 18 TAHUN 2021 

TANGGAL : 27 April 2021 
TENTANG : SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 
  

Format Persetujuan Rekapitulasi DPA-SKPD 

  

LOGO 

PEMERINTA 

H DAERAH       

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.............. 

PERSETUJUAN REKAPITULASI 

DOKUMEN PELAKSANAAN 

ANGGARAN SATUAN KERJA 

PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD) 

TAHUN ANGGARAN ............ 

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh 

dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah: 

a. Nama C Kingusua 

b. NIP 

c. Jabatan Hee as en eReKN 

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan 

kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota............................ sebagai 

dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran ....... 

  

  

  

  

        

Kode Nama Formulir 

DPA-SKPD Ringkasan DPA SKPD 

DPA-PENDAPATAN SKPD Rincian Anggaran Pendapatan SKPD 

DPA-BELANJA SKPD Rincian Anggaran Belanja SKPD 

DPA-PEMBIAYAAN SKPD Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD 
  

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya. 

mainan any 

  

Disetujui oleh, Tanggal...... 
Disahkan oleh. 

Sekretaris Daerah PPKD 

Nama Nama 

NIP: .......... NIP: ......... 

rx In 
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Format DPA-SKPD 

  

LOGO 
PEMERINTAH 
DAERAH       

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.............. 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

(DPA-SKPD) 

TAHUN ANGGARAN........... 

URUSAN PEMERINTAHAN 

BIDANG URUSAN 

ORGANISASI 

Pengguna Anggaran : 

a. Nama 

b. NIP 

c. Jabatan 

  

Kode Nama Formulir 
  

DPA-PENDAPATAN SKPD Rincian Anggaran Pendapatan SKPD 
  

DPA-BELANJA SKPD Rincian Anggaran Belanja SKPD 
    DPA-PEMBIAYAAN SKPD     Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD 
  

Disahkan oleh, 

PPKD 

Nama 

NIP: 0... 

...co....... 

Pengguna Anggaran 

Nama 

NIP... 
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Ringkasan DPA-SKPD 

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            
  

  

  

  

              
  

  

  

Halaman ............ 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH N 
aan Formulir 

Provinsi/Kabupaten/Kota ")........ 
DPA/SKPD 

Tahun Anggaran...... 

Organisasi DKK. shendase dea NaNkaAN 

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Kode Jumlah 
Urai 

Rekening Tete (Rp) 

1 2 3 

Pendapatan 

Belanja 

Surplus/ (Defisit) 

Penerimaan Pembiayaan 

Pengeluaran Pembiayaan 

Pembiayaan Neto 

Rencana Realisasi Rencana Penarikan 

Penerimaan per Bulan ") DanaperBulan”) |... ,tanggal......... 

Januari PKP orerranasn Januari en oper Pengguna Anggaran 

Februari PE nina Februari IKA end aa data 

Maret Pepiesnsswisasn Maret PAP nen was £ & 

April 3 April PEP ci sean suns Ga 

Mei JRAPE .roconernan Mei NEO Lane tetewana 

Juni Pepsnssssasan Juni Pep Nama 

Juli RPsnsiwsasa Juli Rp MP 

Agustus IP men is0nnwawa Agustus PRP.» oo ow cc. 

September Bp annisa September PPL sorniandeaka Mengesahkan, 
Oktober BRP sssssssns: Oktober Bp. PPKD 

November PAP aranaensan November Pipi. owo10: 

Desember Rp... Desember Rph.o. no... 

Jumlah Bp na Jumlah Pepiiansisasanssan Ma 

Mie 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah: 

No. Nama NIP Jabatan | Tanda Tangan 

1 

2 

dst 
") Sesuai dengan periodisasi SPD EA Ip Tt 5 | sendren | TA | maan | 
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Format DPA-Pendapatan SKPD 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          
    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
              

Hala ae 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA- 
PENDAPATAN 

Provinsi/ Kabupaten/ Kota........ SKPD 

Tahun Anggaran...... 

Organisasi: £ KIMOOE 

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Kode 5 Rincian Perhitungan Jumlah 

Rekening Uraian Volume Satuan (Rp) 

Jumlah 

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan") 

Januari Miioasowngansangsil mesen tanggal......... 

Februari ewe Pengguna Anggaran 

Maret Pp 

Ge Pe as Kesan 

Mei PP. ooroseonesenevonesd NIP: 

Juni Busa 

Juli Rprananncannnnonananantan Wengakan. 

Agustus Pa ea Sea PPKD 

September Ps : 

Oktober RpPrneconewanenananannnnng 

November Pi mms Nama 
Desember Bponennnno oo... NIP3 kesana 

Jumlah Rpeone0nonnnnnennnananan 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah: 

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 

1 

2 

dst           
  

“) Sesuai periodisasi SPD 
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Format DPA-Belanja SKPD 

Halaman... 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir 

Provinsi/Kabupaten/Kota DPA-BELANJA 

Tahun An SKPD 

Organisasi 

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Bela n dan Sub 
Kode Jumlah 

n 

Uraian Lokasi " 0... | Belanja 
Tahun-1 | Belanja | Belanja Tidak 

Operasi | Modal Transfer 
pe - Terduga ii 

Belanja Tahun 
Jumlah 

U
r
u
s
a
n
 

P
r
o
g
r
a
m
 

Ke
gi
at
an
 

U
r
u
s
a
n
 

Bi
da
ng
 

, ca
 

Urusan ... 

Urusan... 

Pr Mm... 

K an... 

Sub Ke 

K 

Su 

dst... 

Belanja Penun Urusan 

Urusan ... 

Bidang Urusan ... 

Kegiatan ... 

Urusan 

Urusan ... 

B Urusan... 

Kegiatan ... 

Belanja Penun Urusan 

dst... 

Jumlah 

mncana Penarikan Dana 

Januari 

Maret 2g au i jui H Disiapkanoleh, 

PPKD 

Mei 

Jun 

Juli 

Agustus 

September 

Oktober 

Novem 

m 

Jumlah   
#) Sesuai dengan perrodisasi SPD 
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Format DPA-Rincian Belanja SKPD 

Halaman............. 
  

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 
Formulir DPA- 

RINCIAN   

Provinsi/ Kabupaten/Kota 

Tahun Anggaran 
BELANJA SKPD   

  

  

Urusan Pemerintahan 
  

Bidang Urusan 1 XXX sancenuenenuruncenuna 
  

Program 
  

Kegiatan 
  

Organisasi 
  

Unit 

Alokasi Tahun -1 Rp. 

  

(terbilang) 
  

Alokasi Tahun Rp. (terbilang) 
  

Alokasi Tahun 4-1 Rp. (terbilang) 
  

  

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan 
  

Indikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja 
  

Masukan 
  

Keluaran 
  

Hasil     
  

Kelompok Sasaran Kegiatan: 
  

  

Sub Kegiatan 1 XXX 
  

Sumber Pendanaan 
  

Lokasi : (Provinsi sampai Kecamatan, Kabupaten/ Kota sampai Desa/Kelurahan) 
  

Keluaran Sub Kegiatan : (Kuantitas, dengan satuan disamakan dengan/sub kegiatan) 
  

  

  

  

  

  

  

          
      
  

  

Waktu Pelaksanaan : Mulai...... Sampai........ 

Keterangan 5 

Kode Rincian Perhitungan Jumlah 

Rekening Uraian Koefisien/ . 
Vaanve Satuan Harga PPN (Rp) 

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 

Sub Kegiatan 1 X.XX.XX 
  

Sumber Pendanaan 
  

Lokasi : (Provinsi sampai kecamatan, Kab/Kota sampai Desa/Kelurahan) 
  

Keluaran Sub Kegiatan : (Kuantitas, dengan satuan disamakan dengan/sub kegiatan) 
  

  

  

  

  

  

  

          
    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

           
  

  

  

  

  

            
  

  

  

Waktu Pelaksanaan : Mulai...... Sampai........ 

Keterangan 5 

Kode Rincian Perhitungan Jumlah 

Rekening Una AA Satuan | Harga PPN (Rp) 

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 

Rencana Penarikan Dana per Bulan”) 

Januari Pep eronaan masasma: HKI” BERES tanggal........ 

Februari Rp........ Pengguna Anggaran 

Maret Rpassasa. 

April Rp.asaaa Mela 

Mei Rp...... NIP: aa 

Juni Rp... aa 

Juli Rp...... Menetan, 

Agustus 3 PPKD 

September Rp...... 

Oktober Rp...... 

November Rp...... Nama 

Desember Rp...... NIP: ........ 

Jumlah Ripsassssss 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah: 

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 

1 

2 

dst 

“) Sesuai dengan periodisasi SPD 5 PA 

| AN) | asifren | sekna | wacus | 
  

    Tak: 
 



Format DPA-Pembiayaan SKPD 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Halaman............ 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA- 

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMBIAYAAN 

Provinsi/Kabupaten/Kota........ SKPD 

Tahun Anggaran...... 

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Organisasi 2: MAKAR SEENARANAMANNENIKRNMEMANKANN 

Kode Uraian Jumlah 

Rekening (Rp) 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 

Jumlah 
Rencana Realisasi Pendapatan per 

Bulan”) 

Januari Pifiiam see —————————— Wimawar tanggal......... 

Februari Bp aa) Pengguna Anggaran 

Maret IRI er ecrewnamamennaneNaKa 

April Ripsssere ws Nama 

Mei Pepes NIP: sa 

Juni BP Ono 

Juli Kepres Mengesahkan 
Agustus KPses nenas PPKD 

September MPa. 

Oktober Pipi. oiocomewenarammaseKe Nama 

November BE coins semena NIP... 

Desember Pep 

Jumlah (Rp... oo. 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah: 

No. Nama NIP Jabatan |Tanda Tangan 

1 

2 

dst             
  

“) Sesuai dengan periodisasi SPD 

|” KARO 
7 saja, ASISTEN SEKDA rm 

CPI TE ig  



FORMAT ANGGARAN KAS 

Format Anggaran Kas Pemerintah Daerah 

  

PROMINSY KABUP ATEN/KOTA.————. 

TAHUN ANGGARAN... 

Jaman Pejantan Dan Peer aan Peran 

tuan ko Kai yang Tenan unta a.n 

Rakay Beanya San In Ferbanan 

2yr Opesi 

Beana 

Baya tang dan ana 

Os: 

313 Sgp Teruga 

aa an 

an Proga 

Famgana'an Gone Poage 

1. 

lamar Kogs Bean gas AT Pecah 

Sma kas Bana an Pera Peron man 

Shah Wa TE arah GI WAP TNI ITA BNN La RR AG 

Beanja Sar Peng onan Fesoajaan aa Paya       
  

I 
| KARO | KABAN| | - 

|. HUKUM | cevabat | asifren SEKDA | WAGUB 
  

            
 



Format Anggaran Kas SKPD 

  

  

PROMINSI/KABUPATEN/ KOTA...—.... 

ANGGARAN KAS SKPD 

TAHUN ANGGARAN .—— 

   

    

  

       Jumlah 

  

Kode kening Untan 

Rekanan Rencana Pendapatan darjataa Penemuan 

Pemcungan 
   

  

    

  

An keyata Regananan Ganlian Penataan 

Pengapian Peruhan    
    

  

Me Hanana Pengazann dandia Punensiat 

Pembiayaan Per nunlan 

    

    

  

| Rekayan Bemcasa Belanja sanjatau Pengeleatan 

Periiayaan Por DA3IPD    
   Ka PPASPO lepatan       

  

Jesiah kenang Iearp taman Perehann 

Pembiayaan Per bulan 

  

    
    

  

Jociah Renaara Belang danfaza Pergekaran 

Pengiayan Par Tiualan 

    

  
  

  

KARO | KABAN I T 
HUKUM | ce | asifren SEKDA | WAGUB 
  

      be 
  
LIA | | 

fl



FORMAT SPD 

Menimbang : 

Mengingat 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota..........., Tanggal. 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH 

NOMOR.ocs essen 

TENTANG 

SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 

PPKD SELAKU BUD 

bahwa untuk melaksanakan anggaran belanjasub kegiatan tahun anggaran ..... berdasarkan 

DPA SKPD/Perubahan DPA-SKPD dan anggaran kasyangte lah ditetapkan, perludisiapkan 

nendanaan dencan menerhitkan Surat Penvediaan Nana ISPNI: 

» 1 PeraturanDaerah.............. tentang penetapan APBD/PAPBD Provinsi/Kabupaten/ 

Kota........ Tahun Anggaran.............., 

2. Peraturan Kepala Daerah Nomor.......... -Tahun..........tentang Penjabaran APBD 

Provinsi/Kabubaten/ Kota ........ Tahun Anggaran............. 3 

3. DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD") Provinsi/Kabupaten/Kota........ Tahun ............., 

MEMUTUSKAN: 

mam BUTAN......... 

Tahun........ tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 

Dasar Penyediaan Dana: 

DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD 

Ditunjukan kepada SKPD 

Kepala SKPD 

Jumlah Penyediaan Dana 

Untuk Kebutuhan 

Ikhtisar Penyediaan Dana: 

3. Jumlah Dana DPA-SKPD/ Perubahan 

DPA-SKPD 

b. Akumulasi SPD Sebelumnya 

Cc. SisaDana yang belum di SPD-kan 

d. Jumlah Danayang di SPD-kan saat ini 

e. SisaJumlah Dana DPA- 

SKPD/Perubahan DPA-SKPD yang 

belum di SPD-kan 

Ketentuan-ketentuan lain 

Tembusan disampaikan kepeda 

inspektur 

Menetapkan/menyediakan kredit anggaran sebagai berikut: 

  

  

NAN ee an be Ba aka sa la 

(Terbilang NN bea Na ee PMA EN nanah ) 

Dul suda 

SN iban msg MAL mnangima aengegsne nas Kesan man ANE 

(TENANG Hans — enam) 

NAN Lan pemer Sana aan pa anu memenaa man aon an SARAN PON 

MEN O ima 5) 

OREO Ng asmara 

HD Lan yen ten epasan yana man jangan pgana pesan Dan maNaaa San 

NTERONON gi SEA EA 

JI .oo.con row sesp2xc00ps1 sar annenx one varian osnnsanga ne 

(TEbiih panai AN rn saimasns 

Ditetapkan di:.............. 

Pada Tanggal:............ 

PPKD SELAKU BUD 

20 2 
0 

Nama 

NIP: ana. 

   

  

(KARO | kadar 
HUKUM | “Gp? 

1 
fr 

  
asin | SEKDA | WAGUB | 

polis



PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ....... 

: SKP Dsnnsisis 

! SURAT TANDA SETORAN (575) 

No. STS Ketan 

Tanggal 

Bank best 

No. Rekening NI 

Penerimaan tanggal AA 

Harap diterima uang sebesar RP sawi ae en | KET DINAIB a.s 1 ne sam 

Dengan Rincian Penerimaan sebagai berikut: 
  

  

  

  

  

  

              
  

  

No. | Kode Rekening Unian Jumlah 

JUMLAH 

Mengetahui, Disiapkan oleh, 

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Bendahara Penerimaan/ Bendahara 

Anggaran Penerimaan Pembantu 

T Y 
a 4 
D g 

Nama Nama 

MP La 

(”— KaRo KABA “II. 

  
(17 ———— 
ag | asigren SEKDA | WAGUB 

  

  

1D 13 
LL 

    Y |



Register STS 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ....... 

SKPD beemran 

TAHUN ANGGARAN........... 

REGISTER STS 

Periode? sar cecsomsurrn 

No. | No. STS Tanggal | Kode Rekening 

  
Disetujui oleh, Disiapkanoleh, 

Pengguna Anggaran/ Kuasa Bendahara Penerimaan/ 

Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan 

2 w 
R A 

o o 

Nama Nama 

NIP siswa MIP3 arcaccom 

  KARO | angin) / 21 ea HUKUM | KEUAN Ah | sign | SEKDA | wacuB 

25 31 
    

    
1   

 



Lampiran : Surat Penyediaan Dana (SPD) 

Nomor SPD Nan ana 

Tanggal Pan anna 

SKPD dnes sd eesimsn 

Periode Ni an 

Tahun Anggaran aa 

Nomor dan Tanggal DPA-——“o..ooooo.#o.omooox 
SKPD/Perubahan DPA-SKPD 

dan Sub 

Kode Nama 
No 

Jumlah 

  

Jumlah Penyediaan dana RDiornsroenranas 

NORONONg ssi ssisiansenis sasak J 

Ditetapkan di:.............. 

Pada Tanggal :......o... 

PPKD SELAKU BUD 

KARO 3 « 7 T / 2:9 

HUKUM reulndan | sigren SEKDA wacus | 

PX Ir iki 
  

 



PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA ...... 

SIP RN san 

TAKUN ANGGARAN.......... 

BUKU KAS UMUN 

Penoder as sains 

Kode 

Rekening 
No. Bukti Uraian Penerimaan Mo. | Tanggal 

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 

Disetujui oleh, 

Pengguna Anggaran/ 

Kuasa Pengguna 

Drg 

Nama 

MIP3 Lesson 

    

Pengeluaran 

  
Disiapkan oleh, 

Bendahara Penerimaan/ 

Bendahara Penerimaan 

Org 5) 
Hama 

MP3 ancam 

  

  
  

  

| KARO 
HUKUM 

Oa SA apn | 
SEKDA | WAGUB 

  

  fr 13   t    



Buku Pembantu Kas Tunai 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA “oo. 

SKPDiskicssa 

TAHUN ANGGARAN... ve... S
a
p
a
 

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI 

Periode: .orococom 

No. | Tanggal | No. Bukti Uraian Penerimaan 

  

    

Disetujui oleh, Disiapkan oleh, 

Pengguna Anggaran/ Bendahara Penerimaan/ 

Kuasa Pengguna Bendahara Penerimaan 

2 
2 a 
oa Oo 

Nama Nama 
ABE: kadas 2000 NIP: arrcooaer 

Buku Pembantu Bank 

s0.m— 

BUKU PEMBANTU BANK 
Periode: onar snesen 

Uraian ' Penerimaan 

  

Disetujuioleh. 

Pengguna Anggaran/ 

Kuasa Pengguna 

Disiapkan oleh, 
Bendahara Penerimaan/ 

Bendatrara Penerimaan 

    

        
    

  

H 5 
a a 5 N DA 

4 - T 

Nama KARO « 5 

MP3 oren HUKUM Ketaykah | Asi PNP SEKDA jean 
  

        P3 
  

TN
 

I
N
 

Ng
 

 



SKPD 

PERIODE 

A. Penerimaan 

1. Tunai melalui bendahara penerimaan. Rp. 

2. Tunai melalui bendahara penerimaan pembantu Rp. 

3. Melalui ke rekening bendahara penerimaan Rp. 

4. Melalui ke rekening kas umum daerah Rp. 

LPJ Bendahara Penerimaan 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 

BENDAHARA PENERIMAAN/BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU 

Jumlah penerimaan yang harus disetorkan (A1#A2#A3) 

Jumlah penyetoran 

Saldo Kas di Bendahara 

1. 

2. 

3. 

4 

sm 

now. 

Oi cionersenosn 

Disiapkan oleh, 

Bendahara Penerimaan/ 

Bendahara Penerimaan Pembantu 

a 

Nama 
. NIP3 siooooco 

  

Bendahara Penerimaan Rpr. 

Bendahara Penerimaan Pembantu ...... Rp. 

Bendahara Penerimaan Pembantu ...... Rp. 

OS care Rp. 

Disetujui oleh, 

Pengguna Anggaran/ 

Kuasa Pengguna Anggaran 

& 
# 
a 

Nama 

NIP: ....oo. 

KARO 
HUKUM 

| Asisf EN SEKDA WAGUB 
  

          
  

 



Laporan Penerimaan dan Penyetoran 

Rekonsiliasi Penerimaan 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ..... 

SKPD... 

TAHUN ANGGARAN...oomsus 

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN 

Parode: waaresce0 mesin 

PENDAPATAN PENERIMAAN 

Kode 2
 t5 

Nama Rekening | Tanggal | No.Buks | Jumtah | Tanggai 

bs
 

ju
a 

Pi
sa

 
Pm
“ 

5 

6 

7 

8 

g 

ta
 

Ja
a 

Ja
 

ta
n 

lo
 

la
 

Un
 

jo
n 

ja
 

Jo
o 

Ja
 

II
 

-
 

an
   

  

Jumlah Penerimaan: 

Tunai :Rp 

NonTunairek SKPD :Rp 

RKUD :Rp 

TOTAL :Rp 
  

  

Jumlah Penyetoran: 

Tunai "Rp 

Transfer :Rp 

TOTAL :Rp 
  

  

Saldo Kas di Bend Penerimaan:       

  

Tunai : Rp 

(Bank : Rp 

Disetujui oleh, Disizpkan oleh, 

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Bendahara Penerimaan/ 

Anggaran Bendahara Penerimaan 

a3 2, 3 T : I 

D | 3 adan “ 2 SEKDA | waGuB 
      

    Yos Ik   
  Nama - U 

MIPS anna on00 NIP? .-.o.mos



10GO PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA ....... 

PEMDA REKONSILIASI PENERIMAAN 
TAHUN ANGGARAN racer. 

A. Pendapatan Daerah berdasarkan LP) Bendahara Penerimaan 

B. ” Transaksi-transaksi pendapatan yang diterima oleh BUD tetapi tidak 

tercatat oleh buku Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan 

Pembantu 

c.Dst Rp. 

Toral 

C.  Eror/Kesalahan Pencatatan Penerimaan 

c.Dst Rp. 

Total 

Nota Pencairan Dana 

NOTA PENCAIRAN DANA (NPD) 

INO: ..roooooooo ro. Tanggal: soo 

  

jenis NPD :O Panjar O Tanpa Panjar 

PPTK 2 -esosan seoononcasn0 

Program 2 nanre menesoz0ne00 

Kegiatan Di aanoia nannenananen 

Sub Kegiatan Si esawewpensyesomsen 

No. DPA 2 oro0n0 senoveurasee 

Tahun Anggaran na.ccoooooo 

Rindan Belanja: 

No 

  

    
  

Jumlah 

Disetujui oleh, Disiapkan oleh, 

Pengguna Anggaran/Kunaa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 
Pengguna Anggaran 

2 
a £. “ 
a a 

Nama Nana 

NP anna NIP: non nsnrose 

  

  

  
  

HUKUM KEUPNGAN 
ssnfen 

N
B
 

SEKDA WAGUB | 
— 

    / —
—
—
 s    



SPP-UP 

PEM ERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ' ssnas 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) 

NOT Sea at 

  

Uang Persediaan 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SPP-UP 

1. NamaSKPD 0000 NP mm remgenenngemenngaannnnnnannnnn 

2. NamaPengguna Anggaran ————————————————————— Ih senevvenennenns0nnennnnennanenanaananaan 

3. Nama Bendahara Pengeluaran I:ho————— seeen0enernenneneenennanaennaaannan 

4. NPWP Bendahara Pengeluaran 

5: NamaBnk Io en 

6. NomorRekeningBank Ia: anna 

7. Untuk Keperluan 00000000000 IP 0000 hninnnannanenenaannansaaaa 

8. Dasar Pengeluaran SPD oo. NOMOF: se... tanggal 

(Terbilang ) 

No Uraian 
T J 
I I 

| IspD 

Taniggal:5 sixsesssssssssesssssasasse0 NOMOI oom. Rp. 

TANggAL Hesisissi sasis NOMOF isa Rp. 

IIS E 5 sanoyoanpanonasnsinprstenerra NGK nemeoensepenersnnenenesangan Rp. 

1 ISP2D Sebelumnya 

TANGGAL £cersisssseesnss0ssiosnaan NON Or ocean Rp. 

Tanggal Ben nasaa NIOIMORT isis ass essin Rp. 

PISE Hanna miacerenuang en nkansar PPS .-osaniexontnsarsnsersnrnanan Rp. 
          

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini. 
  

Bendahara Pengeluaran 

(tanda tangan) 

(nama lengkap) 

NIP. 

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD 
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD 
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran 
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran 

        

N —   : H 
HUM Kai 5 asigren SEKDA | WAGUB 
  

ALAN TER



  

PEMERINTAHPROVINSI/KABUPATEN/KOTAP  ...... 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) 

NOniOf 1 wa 
Tahun Anggaran : ............ 

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN 

  

No Kode Rekening Uraian Nilai Rupiah 
  

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1 
  

1. IX AXXXK.AKAKKKo——————0000000 Peratarsanennanneennnn0anannan 
  

2D. IXXX.XX.XX.KK.KKKo 00000000000 Perannantteseensenaneesenanan 
  

3. Idst 
  

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2 
  

1 PKK Mes. 
  

0 IXAXX.XX.XX.XX.KKKo———————000000000 Pennnnannnennennnnn0n0nnnanann 
  

2 PKK. KK.KEKo 000000000000 Dernononewesanene0nannenannnan 
  

SIKA. KKKKKAKo——————————0000000000 Denngnenggnnnnenenenn00nn0annn 
  

5 

6 

7 

8 . Idst     
  

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3 
  

9. Iran Pernnnanannnenannennamanan 
        10.Idst     

TOTAL.....ooo.o.- 

Terbilang: AB rencana rupiah #£ 

Mengetahui/Menyetujui: (Tempat, Tanggal) 

Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran 

(Nama Lengkap) (Nama Lengkap) 

Fa | algtan asigfen sekDa | wacus | 

LP et



PEMERINTAHPROVINSI/KABUPATEN/KOTA”— 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) 

NOMOF SE emas 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ganti Uang Persediaan 

SPP-GU 

1 NamaSKPD 0000 NSP mini ininiunn entitas 

2. NamaPenggunaAnggaran IT: ho00nnrnnntannnnnnn anna tenan nana 

3. Nama Bendahara Pengeluaran I:ho———nnnnnvannnnannnnannnnnaannaaa 

4. NPWP Bendahara Pengeluaran I:ho——— sen nrnne2nnnnentennnnnnan nana 

s5: NamaBank oo ea sasaa 

6. NomorRekeningBank —————————————————————— I:|lo————————— eomma 

7- Untuk Keperluan Yahoo rn emnnenanennnnngeennannnannnnananamnann 

8. Dasar Pengeluaran SPD... NOMOF: ...ocooco.co.o tanggal................ 

Sebesar: Bh oo Pe oa 

(Terbilang ) 

No Uraian 

— 
| ISPD 

Fariggal Hivi NOMOR ban Rp. 

DAnggAN Se arransan sar neyesecrnnrerenna OMONSannnnasinnnteka anakan Rp. 

PSU ena DS nana Rp. 

1 )SP2D Sebelumnya 

TANGGAL Session NOMOR san Rp. 

Tanggal Sean NOMOF smkn Rp. 

SE Senin PS pinsaess sn ams Rp. 
          

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini. 
  

Bendahara Pengeluaran 

(tanda tangan) 

(nama lengkap) 

      
  

NIP. 

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD 
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD 
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran 
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran 

KARO | 
  

  

AN : 
HUKYM KEYANG kn ASI fan 

/ 19 
s EKDA 

p 
WAGUB 

tk



  

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTAP) ...... 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) 

MONNOT en eremeceratasmnri eka Menara 

Tahun Anggaran : ............ 

RINCIAN RENCANAPENGGUNAAN 

  

No Kode Rekening Uraian Nilai Rupiah 
  

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1 
  

1. IX.XX.XX.XX.XX.XXX —.ccocorocrarununnananna 

  

2, IX.XX.XX.XX.XX.XXX 
  

3. Idst 
  

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2 
  

X.XX.XX.XX. XX. XXX 
  

X.XX.XX.XX.XX. XXX 
  

X.XX.XX.XX. XX. XXX ouccocoraconununuanunana 

  

X.XX.XX.XX.XX. XX orcoorcooccocococmana 

  

P
A
 

N
I
 

I
P
 

dst 
  

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3 
  

9. Pedpooyooek 
  

10. Idst       
  

TERDIANG HB susi rupiah ## 

Mengetahui/Menyetujui: 

Pengguna Anggaran 

(Nama Lengkap) 

TOTAL.aa aoversesoss 

(Tempat, Tanggal) 

Bendahara Pengeluaran 

(Nama Lengkap) 

/ 

  KARO 3 AN Asigten SEKDA | WAGUB | 
  

  A DO Yos iN 

 



ii. ' SPP-TU 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) 

  

Tambahan Uang Persediaan 
  

SPP-TU 
  

  

1. Nama SKPD/Unit Kerja 
  

2. Kode dan Nama Sub Kegiatan 
  

3. Nama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 
  

  

4- Nama PPTK 

5 Nama Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu 
  

6. NPWP Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu 
  

7. Nama Bank 
  

8. Nomor Rekening Bank 
  

9. Untuk Keperluan 
  

          
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10. Dasar Pengeluaran SPD NAMOF: .......ocoooroo tanggal. 

Sebesar: Rp: oo enakan 

(Terbilang. ) 

No Uraian 

I I 
1 1 

| ISPD 

TANGAN com enrexesrsenarnesnnenn PENUAAN open ae Eta penahan Rp. 

TANPA Men erangan NN bini nenanatakbnbanraen Rp. 

ISL: Sinnnsessnpananememe nara IDA osennesnn0sepe1so005ere0n2nn50 Rp. 

N 1ISP2D Sebelumnya 

Tanggal # sisik NOMOR Henna Rp. 

Panggah aan NO nana Rp. 

IA SEE NP PN DS sin an Rp. 
          

  

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

(tanda tangan) 

(nama lengkap) 

NIP. 

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD 
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD 
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK 

Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara 

Pengeluaran Pembantu 

(tanda tangan) 

(nama lengkap) 

NIP. 

      
  

(KARO 
HUKUM 

/ 

| 1 
EN SEKDA WAGUB 

ee 

dx
 

A
r
 Ta
 

 



  

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTAP)...... 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARANTAMBAHANUANG PERSEDIAAN (SPP-TU) 

NOMOF 3 seisi 

Tahun Anggaran : ............ 

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN 

  

No Kode Rekening Uraian Nilai Rupiah 
  

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1 
  

1. X.XX.XX.XX.XX.XX 
  

2. X.XX.XX. XX. XX. XX oo... 

  

9. dst 
  

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2 
  

X.XX.XX.XX. XX. XXX oo... o.ocom 

  

» IX.XX.XX.XX.XX. XXX o.oo.ocococccaoaanunanuan 

  

X.XX.XX.XX.XX. XXX ...ocoooccococo.ocococ.. 

  

X.XX.XX.XX.XX. XX 
  

ol
s 
l
a
l
a
 
Is

 

dst 
  

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3 
  

9. X.XX.XX.XX.XX. XXX —.oococococarananananunannn 

  

10.   dst         

PerO ANE Feb siam rupiah ## 

Mengetahui /Menyetujui: 

Pengguna Anggaran/KuasaPengguna Anggaran 

(Nama Lengkap) 

(Tempat, Tanggal) 

TOTAL... coc ecorex 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

Pembantu 

KARO Ea A f 
HUKUM KEU: 

yan 
  
gan ASISJEN | SEKDA | WAGUB 

2



ui.  SPP-LS Gaji dan Tunjangan 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARANI/SPP) 

NOMOR sana 

  

Langsung Gaji dan Tunjangan 
  

SPP-LS 
  

  

1. Nama SKPD/Unit Kerja 
  

w Kode dan Nama Sub Kegiatan 
  

3. Nama Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran 
  

3 

4. Nama PPTK 
  

. Nama Bendahara Pengeluaran 
  

j
a
 

NPWP Bendahara Pengeluaran 
  

7. Nama Bank 
  

  

  

      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8. 'NomorRekeningBank RIP kxoocooocoporensosntsnensksseransenman 

8- UntukKeperluan. 0000000000 KSB 0. snoopegonsoonansnenenunnonappeR023SIEAISENE 

10, Dasar Pengeluaran SPD NOMOR Lana tanggal... 

Sebesar: Rp: ea 

Leg ea semuaa ) 

No Uraian 

I I 
I 1 

| ISPD 

Tanggah ssuemanga NOMOR intan Rp. 

MAngeA (ena NOMOR an Rp. 

Dt Sasa snsonnaonssesonasnnganan DAK Rp. 

Il ISP2D Sebelumnya 

Tanggal seisbsnsianeknosesennnonsenan NOMONr binaan Rp. 

Bangga) Sein ee Nomor nana Rp. 

TEA angan an apagawn Baso maaa Epen ea en penaaena PEN ENPENEA Ea Rp. 
        
  

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini. 
  

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

(tanda tangan) 

(nama lengkap) 

NIP. 

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD 
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD 
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK 
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK 

Bendahara Pengeluaran 

(tanda tangan) 

(nama lengkap) 

NIP. 

    
  

  

KARO 
HUKUM 

T Yana aa n Sa 
agen asigen SEKDA W 2G UB 

 



Ilustrasi dokumen perintah pencairan dana antara lain sebagai berikut: 

SP2D-UP 

FORM AT SP2D - UP 

  

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...... 
Nomor 

  
Nomor SPM 3 Dari 1 BUD/Kuasa BUD 

NPWP 
Tanggal : 

sa Tahun Anggaran 

Nama SKPD   
  
Bani: PENngitimn besinya sin omn BERN Ta AKAN Ma Hana SEN PANEN KAS ARK ENN TEA BOKENEeN 

Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor ... ...... ... 

Uang sebesar Rp... an. (berbilaNG Lana , 

  
Kepada 

NPWP £ 

No, Rekening Bank Ad Ten aPaN Nan ANA Aa AAN NEO RNAp RASA PE PN 

Bank Penerima z 

Keperluan Untuk 5: 

    

Pagu Anggaran 

  JUMLAH 
NO KODE KEGIATAN/SUB KEGIATAN URAIAN Ta 

  

  

    
  Ju mi 

  Potongan-potongan: 

  Ju mi ah 
No. Uraian (No. Rekening) tp) Keterangan 

  

  

  

  

  Ju ml ahj 

  
Informasi: (tidak mengurangi jumlah pernbayaran SP2D) 

  Ju miah 
No. Uraian (No. Rekening) 

(Rp) 

  

  

  

    
    Ju mil ah 

  
SP2D yang Dibayarkan 

Jumlah yang Diminta   

  Jumlah Potongan 

    Ju mi ah yang Dibayarkan 

Uang Seju mil ah:   

  
san ann-opaa tanggal ...... ... Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk 

Kuasa Bendahara Umum Daerah Lembar» : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

Lerabar 3 : Arsip Kuasa BUD 

Lembar 4 : Pihak Penerima 

(tanda tangan) 

(nama lengkap) 

NIP.     
  

Tni Kounpl asisgan SEKDA | WAGUB 

(1 13 IN



SP2D-GU 

FORM AT SP2D - GU 

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) PROVINSI/KABUPATEN/KOTA” 

Nomor SPM £ Dari : BUD/Kuasa BUD 

NPWP 
Tanggal 2 ngga Tahun Anggaran 

Nama SKPD 

Bank Pengiring KN kasa 

Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor ... ... ... ... 

Uang sebesar R Cterbilan 

Kepada 

NPWP 

No, Rekening Bank 

Bank Penerima 

Keperluan Untuk 

Pagu Anggaran 

NO KODE KEGIATAN/SUB KEGIATAN 

1 

2 

3 

Uraian (No. Rekening) 

Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D) 

No. Uraian (No. Rekening) Keterangan 

SP2D 

Jumlah yang Diminta 

Jumlah Potongan 

Ju miah yang Dibayarkan 

Uang Seju mlah: 

Lembar i : Bank Yang Ditunjuk , tanggal .. 

Lembar2 : PenggunaAnggaran/KuasaPengguna Anggaran 

Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD 

Kuasa Bendahara Umum Daerah 

Lembar 4 : Pihak Penerima 

(tanda tangan) 

(nama lengkap) 

NIP. 

    

  

   



SP2D-TU 

FORM AT SP2D - TU 

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA” SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) 

Nomor SPM 2 Dari 1 BUD/Kuasa BUD 

NPWP 
Tanggal 

58 Tahun Anggaran 

Nama SKPD 

Ba Pen Nias 

Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor... ..... 

Uang sebesar Rp... ... ... (terbilang 

Kepada 

NPWP 

No. Rekening Bank 

Bank Penerima 

Keperluan Untuk 

Pagu Anggaran 

KODE KEGIATAN/SUB KEGIATAN 

Potongan-potongan: 

No. Uraian (No. Rekening) 

Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D) 

No. Uraian (No. Rekening) 

SP2D yang Dibayarkan 

Jumlah yang Diminta 

Jumlah Potongan 

Jumil ah yang Dibayarkan 

Uang Sejuml ah: 

Iembari : Bank Yang Ditunjuk 

Lembarz : PenggunaAnggaran/KuasaPengguna Anggaran Kuasa Bendahara Umum Daerah 

Lembar 3 : Arsip KuasaBUD 

Lembar 4 : Pihak Peneri ma 

(tanda tangan) 

(nama lengkap) 

NIP. 

ASI N SEKDA WAGUB 

INSAN IK. 
HUKUM  



SP2D-LS 

FORM AT SP2D -LS 

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) PROVINSI/KABU PATEN/KOTA" 

Nomor SPM : Dari : BUD/Kuasa BUD 

NPWP 
Tanggal : 

B8 Tahun Anggaran 

Nama SKPD 

Bank Pengirim ori nse no enennsonnesnnanenpe san sanenanainsagen gus ons un sernaN Kanaan annan 

Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor ... ... ... ... 

Uang sebesar R (terbilan 

Kepada 

NPWP 

No. Rekening Bank 

Bank Penerima 

Keperluan Untuk 

Pagu Anggaran 

NO KODE KEGIATAN/SUB KEGIATAN 

1 

2 

3 3 

Uraian (No. Rekening) 

Informasi: (tidak SP2D) 

No. Uraian (No. Rekening) Keterangan 

1. 

SP2D 

Jumlah yang Diminta 

Jumlah Potongan 

Jumlah Dibayarkan 

Uang Sejumlah: 

Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk 

Lembar2 : PenggunaAnggaran/KuasaPenggunaAnggaran Kuasa Bendahara Umum Daerah 

Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD 

Lembar 4 : Pihak Penerima 

(tanda tangan) 

(nama lengkap) 

NIP.   
5 ” . T 5 

KARP KABIN / | asisfen SEKDA | WAGUB | Hukum | KEUANpaR | F | 
| y , | | 5 
| t— J — YP— 

  

 



Iv.  SPP-LS Barang dan Jasa 

PEMERINTAHPROVINSI/KABUPATEN/KOTA 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) 

  

Langsung Barang dan Jasa 
  

SPP-LS 
  

  

1. Nama SKPD/Unit Kerja 
  

2. Kode dan Nama Sub Kegiatan 
  

3. Nama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 
  

4. Nama PPTK 
  

5. Nama Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
  

6. NPWP Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
  

7. Nama Bank 
  

8. Nomor Rekening Bank 
  

9. Untuk Keperluan 
  

      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10. Dasar Pengeluaran SPD sanaca... Nomor tanggal ................. 

Sebesar: Rp betisesa 

(Perbikang Bi yj$5& ) 

No Uraian 

L Jl 
L l 

| ISPD 

Tang gAN Seret samaan NONONssasssiasssinassissnnn TRP2 

Tanggal NOmOr aa Rp. 

DS mana POSE mens panarsnrneamanasmnang Rp. 

Il ISP2D Sebelumnya 

Tanggal sauna NOMOR Hn Rp. 

TAMBEAI 8! serensenerespanesensenenan NOMOFS “ses iseseenesnnnsnsnsa san Rp. 

DOS bsa PS Rp. 
        
  

  

PejabatPelaksanaTeknis Kegiatan 

(tanda tangan) 

(nama lengkap) 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

Pembantu 

(tanda tangan) 

(nama lengkap) 

    
  

  

NIP, NIP. 

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD 
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD 
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK 
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK 

N SEKDA WAGUB 

      ' 

 



PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTAS)...... 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) BARANG DAN JASA 

NOMNOk saree sen nisinkanar 

Tahun Anggaran : ............ 

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN 

No Kode Rekening 

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan | 

|. XXXLXNLXX.XX.XKX 

XXX, XX. XX. XX, XXX tw
 

3. dst 

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2 

4 XXX.XX.XX.XX. XXX 

5 XXXXX.XX.XX.XXX 

6. X.XX.XX.XX.XX. XXX 

I. X.XX.XX.XX.XX.KXX 

8. dst 

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3 

9 X.XX.XX.XX.XX. XXX 

10. dst 

DENDAM MAh iii iii rupiah 

Mengetahui/Menyetujui: 

Pengguna Anggaran/KuasaPengguna Anggaran 

(Nama Lengkap) 

Uraian Nilai Rupiah 

MM Alka 

(Tempat, Tanggal) 

BendaharaPengeluaran/BendaharaPengeluaran 

Pembantu 

(Nama Lengkap) 

  

KARO KABAN 

HUKUM | KEURNGAN 

PPL 
V 

asifen SEKDA WAGUB 

ENY



v.  SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya 

PEM ERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .... 

SURATPERMINTAANPEMBAYARANI/SPP) 

NOMOR er AR EN AN TA TN Gua 

  

Langsung Pihak Ketiga Lainnya 
  

SPP-LS 
  

  

1. Nama SKPD/Unit Kerja 
  

K Kode dan Nama Sub Kegiatan 
  

3. Nama Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran 
  

4. Nama PPTK 
  

5. Nama Bendahara Pengeluaran 
  

6. NPWP Bendahara Pengeluaran 
  

7. Nama Bank 
  

8. Nomor Rekening Bank 
  

9. Untuk Keperluan 
  

      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
  

  

        

  

10. Dasar Pengeluaran SPD. co.o.iw NOMOF: coco. tanggal... 

Sebesar: RB. oo esa aan 

EPA ea EN nama ) 

No Uraian 

T T 
T I 

| ISPD 

Tanggai NOINOEL...oooconeesamgesnarssennyann NRP) 

Tanggal5..cooooooo.cooo. NOTA me nongsnow sean snnssnsitenan Rp. 

DI anna PN nama maasanan Rp. 

Il ISP2D Sebelumnya 

Bangga Mes NOMOr Sen Rp. 

Tanggal Beni PNS aa naa Rp. 

OST enameneeman aa Dat Em Skak Rp. 

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini. 

..tanggal......... 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Pengeluaran 

(tanda tangan) (tanda tangan) 

(nama lengkap) (nama lengkap) 

NIP. NIP. 

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD 
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD 
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK 
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK 

ASIS7JEN SEKDA WAGUB | 

  

    

   



  

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTAT!)...... 

SURAT PERMINTAANPEMBAYARANLANGSUNG (SPP-LS) Pihak Ketiga Lainnya 

PNNNOi eren ama 

Tahun Anggaran : ............ 

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN 

  

No Kode Rekening Uraian Nilai Rupiah 
  

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1 
  

1. X.XX.XX.XX.XX. XXX 
coco acancanananuana 

  

2 X.XX.XX.XX.XX. XXX 
ee nann 

  

3.   dst     
  

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2 
  

4. X.XX.XX.XX.XX.XXX 
s.cooooccocccococc.. 

  

X.XX.XX.XX.XX. XXX 
so..moroncoocoomasananan 

  

X.XX.XX.XX. XX. XXX 
0.oo.coooocooorcoananana 

  

X.XX.XX.XX.XX.XXX 
oo... 

  

dst 
  

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3 
  

9. X.XX.XX.XX.XX.XXX 
oo anuananana 

  

10.   dst       
  

TERDIIANG Premio rupiah #5 

Mengetahui/Menvetujui: 

Pengguna Anggaran 

(Nama Lengkap) 

TOT Aksccoiswes 

(Tempat, Tanggal) 

Bendahara Pengeluaran 

(Nama Lengkap) 

  
4 sim 

asigfen SEKDA WAGUB 
  

Yiriki



SPM-UP 

PEM ERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA") SURAT 

PERINTAH MEMBAYAR 

Uang Persediaan (UP) 

  

Tahun Anggaran: No. SPM: 

  

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 

Supaya menerbitkan SP2D Kepada: 

Potongan - potongan : 
  

Uraian 
No. Jumlah Keterangan 

(No. Rekening) 
  

        Jumlah 
  

  

Informasi : (Tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM) 

  

  

            

  

  

  

  

    
      

  

              

  

    

SKPD. 5 eamema 

Bendahara/pihak an noona Uraian 
: : No. Jumlah Keterangan 

No. Rekening Ban. oo 5 eno (No. Rekening) 

Namabane oo vw aa 

na “ea Jumlah| Rp. - 

Dasar Pembayaran 

Untuk Keperluan : 

Pembebanan Pada Kegiatan SPM Yang Dibayarkan 

KODE KEGIATAN URAIAN NILAI Jumlah Yang Diminta Mp amis " 

Jumlah Potongan Pabannati reg - 

Jumah RB sisi - Jumlah Yang Dibayarkan JRp....ooo.oooo. - 

Uang Sejumlah: (...coooooccoccoo.coccocooco.oco. ) 

Jumlah SPP Yang Diminta: Ken naa 

ES tanggal... 

(terbilang ) Pengguna Anggaran 

(tanda tangan) 

(nama lengkap) 

Nomor dan Tanggal SPP NIP. 

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD 

SEKDA WAGUB 

   
 



SPM-GU 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA") SURAT 

PERINTAH MEMBAYAR 

Ganti Uang (GU) 

  

Tahun Anggaran: No. SPM : 

  

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH Potongan - potongan : 
  

  

          

  

  

  

            

  

  

  

  

    
      

  

    

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Uraian 
No. Jumlah Keterangan 

(No. Rekening) 

Supaya menerbitkan SP2D Kepada: 

Jumlah) RP senccee.vey 4 

SKPD Informasi : (Tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM) 

Bendahara/pihaklain —: ses enoeneresenerseenenenan Uraian 

1 z No. Jumlah Keterangan 
No.Rekemng Bank —$ session (No. Rekening) 

NamaBane. 5 muka 

NPWP Seoreoneserasnee Jumlahj Rm ta 

Dasar Pembayaran 

Untuk Keperluan : 

Pembebanan Pada Kegiatan SPM Yang Dibayarkan 

KODE KEGIATAN URAIAN NILAI Jumlah Yang Diminta Rp - 

Jumlah Potongan EA - 

Jumah Risa - Jumlah Yang Dibayarkan J(Rp................., 

Uang Sejumlah: (“..oooooccoooooococooooo ) 

Jumlah SPP Yang Diminta: RP ssaissnn - 

aman , tanggal...... ... 

(terbilang ) Pengguna Anggaran 

(tanda tangan) 

(nama lengkap) 

Nomor dan Tanggal SPP NIP.       SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempeyOyeh Kepala SKPD 
  

- 

KARO 
HUKUM 

. N I 
redean asisfen SEKDA WAGUB | 

4 

YAA “A 
  

  

 



- 304 - 

SPJ Fungsional 

GUBERNUR GORONTALO 

“1 PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ....... 

  

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN 

(SPI FUNGSIONAL) 

Bulan:.......... 

“ “ 3 “ 3 “ tin
 3 

un
 
n
i
:
 

"4
 

Li
 

u “ 
al

 
3 “ - " “
 - 

C
o
l
a
 

jo
 

"
l
a
l
u
i
 

“ T 

"4
 

, 

he
 

“ l
u
 " ' 

. to
 

ta
n 

-lan-an 

Jum iah Pener maan 
s 
P S:usran 

“SP: (LS-UP/GU 

- Penyetoran Pajak 

  

  

htenvetuju Disiapkan oleh 

Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran 

Nama 

NA aan NIPS nnsnoao 

3 m DITANDA TANGANI SECARA 

: ELEKTRONIK OLEH :    
Batai 
Sartifieas 

2 btektrooik 

RUSLI HABIBIE 
Gubernur Gorontalo 

 


